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AABSTRAK 
 

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) untuk 
menjawab pertanyaan: bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai hakim 
Pengadilan Negeri Lamongan dalam penetapan sanksi tindak pidana pemerasan 
dengan kekerasan pasal 368 (1) KUHP yang dilakukan oleh anak di bawah umur 
dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan 
Negeri Lamongan tentang tindak pidana pemerasan pasal 368 (1) KUHP yang 
dilakukan oleh anak di bawah umur ? 

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian 
langsung dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, 
wawancara, membuat catatan serta membaca berkas dan literatur. Setelah semua 
data terkumpul kemudian data diolah dan kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis deskristif, dengan tujuan mengurai kasus tentang 
hukuman tindak pidana pemerasan yang diputus Pengadilan Negeri Lamongan 
secara keseluruhan mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh 
Hakim sampai dengan isi putusannya, kemudian Putusan Pengadilan Negeri 
Lamongan dianalisis dengan hukum Pidana Islam dan ditarik sebuah kesimpulan 
dari hasil penelitian yang dilakukan. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertimbangan Hukum yang 
dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam penetapan sanksi tindak 
pidana pemerasan dengan kekerasan pasal 368 (1) KUHP yang dilakukan oleh 
anak di bawah umur adalah dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan, sehingga hukuman tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi 
terdakwa maupun korban dan berdasarkan hukum Islam, putusan hukuman 
terhadap anak di bawah umur tidak memiliki hukum sebagai sanksi pemidanaan, 
sebab anak di bawah umur hanya memiliki hukuman ta’zi >r. Penjatuhan putusan 
oleh hakim Pengadilan Negeri Lamongan terhadap pelaku, telah sesuai dengan 
tindak pidana yang dilakukan, Karena dalam memberi hukuman bukan 
berdasarkan berat dan ringannya bentuk hukuman, melainkan sejauh mana 
hukuman dapat membuat jera pelaku. Karenanya, jika pelaku jera dan telah 
tercipta kemaslahatan dimasyarakat, maka sekecil apapun hukuman itu telah 
dianggap cukup. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada : pertama, 
aparat penegak hukum (Hakim), dalam menyelesaikan kasus anak di bawah 
umur, harus mempertimbangkan aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan baik 
bagi korban, terdakwa maupun masyarakat. Karena keputusan hakim kepada si 
anak akan mempengaruhi kehidupannya pada masa yang akan datang. Kedua, 
kepada orang tua, peranan orang tua agar mendidik anak sejak dini sangat 
diperlukan, agar anak tidak mudah terpengaruh ajakan teman yang akan 
menjerumuskannya. Ketiga, kepada masyarakat karena lingkungan masyarakat 
juga berperan penting dalam pengajaran dan pendidikan anak. Hendaknya 
masyarakat tidak mengucilkan anak yang telah melakukan tindak pidana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai 

harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus 

mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. 

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, 

mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena 

itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.1  

Keberadaan anak di lingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian 

secara khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Kenakalan anak dapat 

disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan diluar rumah, jika 

pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti terpengaruh oleh lingkungan 

tersebut, karena itu diperlukan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, 

terutama dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan 

yang baik. Tanggungjawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-

                                                 
1
 Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1997), 2. 
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hak yang dimiliki seorang anak. 

Penyimpangan perilaku kenakalan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain, adanya dampak negatif 

dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus globalisasi 

dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan 

pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dampak negatif dari pembangunan yang 

cepat dan arus globalisasi yang pesat telah mempengaruhi perilaku anak, perubahan 

gaya dan cara hidup sebagian para orang tua juga telah membawa perubahan sosial 

yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai 

dan perilaku anak.2 Penyimpangan perilaku yang dilakukan anak antara lain: 

pemerasan, perampasan, pencurian, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. 

Dalam kenyataannya sekarang, berbagai masalah di dunia tidak terlepas 

adanya kriminal. Sebagai bukti konkrit dalam berbagai media cetak elektronik tidak 

pernah sepi dengan pemberitaan tindak pidana kriminal, seperti pembunuhan, 

pencurian, perjudian, pemerkosaan, dan lain-lain, baik yang dilakukan oleh orang 

tua, terutama kaum muda bahkan anak-anak yang masih di bawah umur. 

Semula anak-anak melakukan perbuatan yang berkisar pada kenakalan saja, 

sekarang perbuatan anak-anak tersebut banyak yang sudah dapat dikategorikan 

dalam kejahatan. Jika hal ini dibiarkan, maka tidak baik bagi pertumbuhan mental 

                                                 
2
 Sholeh Soeaidy, dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, cet. ke-1, (Jakarta:CV. Novindo 

Pustaka Mandiri, 2001), 2 
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dan moralnya pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan aturan 

hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana apabila anak tersebut melakukan 

tindak pidana.  

Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan 

yang dilakukan oleh orang dewasa dan tindak pidana pemerasan juga biasa dilakukan 

oleh anak-anak atau orang dewasa. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada orang 

dewasa berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada anak, karena masalah 

hukuman sudah ditentukan dalam pasal 10 KUHP.3 Namun, ada Undang-undang baru 

yang secara kompeten melindungi hak-hak anak yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak. 

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan 

tindak pidana sesuai pasal 26 (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 paling lama ½ 

(satu per dua) dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.4 Adapun 

batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak yang termuat pada Undang-

undang No. 3 Tahun 1997 adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.  

Sementara, selama ini banyak kasus seorang anak kecil di bawah umur duduk 

di bangku sekolah tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya 

karena perkara sepele. Padahal, pada hakikatnya hukum pidana dan kegunaannya 

bermaksud agar masyarakat dan setiap orang anggota masyarakat dapat dilindungi 

                                                 
3
 Soesilo R, KUHP serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1991), 34 

4
  Prinst Darwan, Hukum Anak di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 24 
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hukum pidana, serta untuk mencapai jalan hidup yang sejahtera lahir dan batin. 

Sehubungan dengan perlindungan hukum pidana bagi masyarakat dan anggotanya 

itu perlu diingatkan tentang perkembangan pandangan hukum pidana yang baru, 

karena sejak lama dipikirkan bahwa pada fungsi primer hukum pidana itu untuk 

menanggulangi kejahatan, dan fungsi subsidier hukum pidana itu hendaknya 

mengingat sifat negatifnya sanksi agar baru ditetapkan apabila upaya lain sudah 

tidak memadai lagi. Hukum pidana hanyalah salah satu sarana atau upaya 

penanggulangan kejahatan.5 

Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pembuat jari>mah 

agar orang banyak tidak memperbuat suatu jari>mah, sebab larangan atau perintah 

semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu 

kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat jari>mah itu sendiri. Namun 

hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi 

masyarakat.6
 Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, 

maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan. 

Di samping itu suatu hukuman yang diancamkan terhadap seorang pelanggar, 

dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar jari>mah, sanksi itu sendiri 

pada intinya adalah bukan supaya si pembuat jari>mah itu dapat derita karena 

pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan jarimah dan 

                                                 
5
 Bambang Purnomo, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 52 

6
 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 3.  
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pengajaran serta pendidikan.7 

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman ialah rasa 

keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu 

hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan si pembuat jari>mah. Dalam KUHP 

berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti 

pemerasan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada 

ketentuannya sendiri. Akan tetapi, berat ringannya hukuman tersebut belum 

sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya 

batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para 

hakim menjatuhkan hukuman mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang 

sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu. 

Berbicara tentang sanksi pidana, tindak pidana pemerasan telah diatur dalam 

KUHP. Dalam hal ini tindak pidana pemerasan dimuat dalam pasal 368 KUHP. 

Dalam kejahatan itu pelaku bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan agar orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya mengutang atau 

menghapuskan piutang.8
  

 

 

                                                 
7
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, dikutip dari Abdul Al-Qadir Audah, Al Tasyri >’ al-

Jina>iy al-Isla>miy, Jilid I, (Kairo: Dār al Urubah, 1963), 442. 
8
 Wiryono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2003), 27 
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Di dalam hukum Islam tidak dibenarkan mengambil suatu benda atau harta 

orang lain dengan paksaan secara z}alim, karena Islam melindungi hak milik individu 

manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan 

demikian, Islam tidak menghalalkan seorang merampas hak milik orang lain dengan 

dalih apapun. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain 

dengan dalih kejahatan sebagai perbuatan yang batal.9 Secara umum dijelaskan 

dalam firman Allah Ta'ala Q.s Al-Baqarah: 188. 

           

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 

diantara kamu dengan jalan yang bat}il dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".10 

Dari ayat di atas, jelas bahwa Islam melarang umatnya untuk memakan harta 

yang tidak halal misalnya dengan cara memeras orang lain. 

Hukum Pidana Islam membincangkan berbagai hal seputar pelanggaran dan 

tindak pidana. Dalam hubungan itu, diatur tidak saja prosedur penghukuman dan 

materi hukuman, tetapi juga diatur kemungkinan terjadi pengecualian, pengurangan 

dan penghapusan hukuman, yang dilihat dari perspektif pelaku tindak pidana.11 

 

                                                 
9
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid IX, Terjemahan Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: PT Al-

Ma’arif,1984), 213 
10

 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Restu, 1971), 50 
11

 Santoso Topo, Membumikan Hukum Pidan Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 7.   



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 

 

Dalam literatur hukum pidana Islam, dikenal juga tiga istilah yang 

berhubungan dengan tindak pidana yakni Jina>yat, Jari>mah dan ‘Uqu>bat.12 Yang 

pertama adalah perbuatan yang mengenai jiwa atau harta benda atau pun lainya. 

Yang kedua dipahami sebagai larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah 

SWT dengan hukuman h}ad atau ta’zi>r. Meskipun kelihatan memiliki stressing point 

yang berbeda, namun para ulama kelihatan sering mengidentikkan jari>mah dan 

jina>yah.13 

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman h}ad karena kejahatan yang 

dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas 

usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qad}i hanya akan berhak untuk 

menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya.14 

Seperti halnya dalam perkara No.18/Pid.B/2012, pelaku yang melanggar 

hukum atau melakukan tindak pidana adalah anak yang masih di bawah umur, yang 

mana pelaku bernama ‚MSI‛ masih berumur 15 tahun telah terbukti melakukan 

tindak pidana ‚pemerasan secara berlanjut‛ yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) 

KUHP. Perbuatan yang dilakukan adalah sering meminta uang secara paksa kapada 

korban yang mana korbannya itu teman sekolahnya dan juga mantan pacarnya 

sendiri. Apabila uang yang diminta itu tidak dikasihkan tersangka menampar pipi 

                                                 
12

 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, dikutip dari Ibn Zaid, Zaid ibn Abdul Karim Ibn Ali, al-
Afwu, an Al-Uqu>bah fi Al-Isla>miy (Riyad: Da>r al-Ashimah, 1408 H), 178   
13

 Haliman, Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 

1970), 20 
14

 Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, alih bahasa Sulaiman Rasjid, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1992), 16.   
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korban dan juga mengancam korban dengan cara mengirim sms ‚uripmu gak bakal 

iso seneng, aku yo gak bakal wedi karo wong tuwomu (hidupmu tidak akan senang, 

aku ya tidak takut dengan orang tuamu)‛ maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian di Pengadilan Negeri Lamongan karena kasus tindak pidana yang 

dilakukan anak di bawah umur yang telah diputus Hakim Pengadilan Negeri 

Lamongan ada 10 kasus. Hal ini sangat bertentangan dengan tempat kasus ini, yang 

kebanyakan penduduknya mengerti tentang agama tetapi mengapa masih banyak 

perbuatan yang melanggar hukum. 

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: 

‚Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan pasal 368 (1) KUHP yang dilakukan 

Anak di Bawah Umur dalam Perspektif  Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 

No.18/Pid.B/2012/PN.Lmg)‛. 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul berkenaan 

dengan masalah tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh 

anak di bawah umur. Agar tidak keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan 

identifikasi masalah, sebagai berikut: 

1. Pengertian Anak 

2. Penyimpangan perilaku kenakalan pada anak 

3. Ancaman pidana yang dijatuhkan pada anak nakal 
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4. Dasar penjatuhan hukuman 

5. Sanksi tindak pidana pemerasan 

6. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemerasan 

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan atau 

ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian itu agar terfokus dan 

terarah. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan: 

1. Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam pasal 368 (1) KUHP 

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemerasan dengan 

kekerasan yang dilakukan oleh anak. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, agar dalam pengkajian permasalahan 

pokok yang diteliti lebih terarah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana Pertimbangan Hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri 

Lamongan dalam penetapan sanksi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan 

pasal 368 (1) KUHP yang dilakukan oleh anak di bawah umur? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan 

Negeri Lamongan tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan pasal 368 

(1) KUHP yang dilakukan oleh anak di bawah umur? 
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C. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan 

materi penelitian secara mutlak. 

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka di perpustakaan penulis menemukan 

skripsi yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penulisan penelitian ini, antara 

lain: skripsi yang ditulis oleh Nur Amaliah Hikmawati,  pada tahun 2005, Jurusan 

Siyasah Jinayah (SJ) Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul ‚Studi analisis terhadap 

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2062/Pid.B/PN.Sby tentang tindak pidana 

pemerasan dalam perspektif hukum Islam‛ Intinya, skripsi tersebut membahas 

tentang termasuk jari>mah apakah tindak pidana pemerasan, bagaimana landasan 

hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan tindak pidana pemerasan yang 

ditinjau dari hukum Islam. 

Skripsi lain yaitu ditulis oleh Sumaidah, pada tahun 2001, Jurusan Siyasah 

Jinayah (SJ) yang berjudul ‚Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak 

sesudah diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 (studi komperatif 

pidana positif dan hukum Islam). Intinya, skripsi tersebut membahas kriteria anak 

menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Undang-undang tersebut menjelaskan 

bahwa batas usia anak yang dapat diajukan ke pengadilan anak adalah mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun, serta perbandingan antara hukum positif dan hukum 
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Islam. 

Dari kenyataan tersebut yang penulis kemukakan di atas, maka terlihat bahwa 

penulisan kali ini berbeda dengan sebelumnya yaitu penulis ingin membahas putusan 

hakim tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan anak di 

bawah umur guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, juga untuk melengkapi 

penelitian-penelitian tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang 

dilakukan oleh anak. 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Mengacu pada judul skripsi yang kami bahas dengan memfokuskan pada 

permasalahan tindak pidana pemerasan, dan juga mengacu pada rumusan masalah di 

atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui dan menemukan bentuk pertimbangan hukum yang dipakai 

hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam penetapan sanksi tindak pidana 

pemerasan dengan kekerasan pasal 368 (1) KUHP yang dilakukan oleh anak di 

bawah umur.  

2. Untuk mengetahui, mengungkapkan, mengkaji tindak pidana pemerasan dengan 

kekerasan pasal 368 (1) KUHP yang dilakukan anak di bawah umur dalam 

perspektif  hukum Pidana Islam. 
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F.  Kegunaan Hasil Penelitian 

Sebagaimana umumnya karya ilmiah yang memiliki nilai guna, dalam 

penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya: 

1.  Aspek keilmuan (teoritis), yakni menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti 

secara pribadi dan juga menjadi wacana pemikiran yang nantinya dapat dijadikan 

sebagai acuan praktisi hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam, 

lebih lanjut penilitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah sekaligus bahan 

penelitian tentang tindak pidana pemerasan. 

2.  Aspek terapan, yakni sebagai bahan acuan dalam menerapkan hukum pidana 

Islam terlebih bagi para ulama Fiqih Jina>yah dan juga untuk diajarkan pada 

fakultas yang mempelajari tentang Hukum Islam. 

3.  Sebagai bahan pengembangan pengkajian dan pemikiran Ilmu Pengetahuan, 

khususnya dalam masalah pandangan hukum Pidana Islam tentang tindak pidana 

pemerasan. 

 

G.  Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman terhadap masalah 

yang dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang ada dalam judul 

sebagai berikut: 

Putusan pengadilan adalah keputusan hakim No.18/Pid.B/2012/PN.Lmg, yakni 

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat 
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berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara 

yang diatur dalam Undang-undang. Putusan hakim dalam penelitian ini adalah 

tentang vonis hakim Pengadilan Negeri Lamongan kepada pelaku tindak pidana 

pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-

Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka yang melakukan atau yang 

mengabaikan akan diancam dengan pidana.15 

Pemerasan adalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau 

sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun 

menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 

tahun.16 

Undang-undang No. 3 tahun 1997 pasal 1 (2) merumuskan anak adalah orang 

yang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum 

mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Pengertian anak yang 

terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) adalah 

anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Anak 

menurut hukum Islam adalah mereka yang dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga 

mencapai kedewasaan (balig) dan fuqaha>’ membatasinya dengan usia 15 (lima belas) 

                                                 
15

 Bambang Purnomo, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 22 
16

 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 31 
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tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyi>z yang belum balig). Hukum 

perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum 

mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah 

menikah (pasal 330 KUHPerdata). Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-

undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Anak boleh melakukan 

pernikahan apabila seorang laki-laki sudah berumur 16 (enam belas) Tahun 

sedangkan Wanita berumur 19 (sembilan belas) Tahun. 

Hukum pidana Islam adalah aturan-aturan Al-Qur’an, hadis| dan pendapat 

ulama madzab yang membahas semua jenis pelanggaran atau kejahatan yang 

dilakukan oleh manusia. 

Dari penjelasan di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud 

oleh judul skripsi ini adalah penyelesaian Pengadilan Negeri Lamongan tentang 

perbuatan mengambil barang orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

oleh anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, ditinjau dari aturan-aturan Al-Qur’an, 

hadis| dan pendapat ulama madzab yang membahas semua jenis pelanggaran atau 

kejahatan yang dilakukan oleh manusia. 
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H.  Metode Penelitian 

Metodologi sebagai rumusan cara tertentu secara sistematika untuk 

menanggapi dan menggarap sesuatu, dimaksudkan agar suatu kerja tersebut bisa 

mencapai apa yang diharapkan dengan cepat menggunakan metode ilmiah. 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Dalam melakukan 

penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa 

metode sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang landasan 

yang diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas dan wawancara 

dengan pihak Pengadilan Negeri yang terkait dengan perkara tersebut. Oleh sebab 

itu, data yang dikumpulkan tersebut secara global meliputi: 

1.  Putusan hakim tentang tindak pidana pemerasan di Pengadilan Negeri 

Lamongan 

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pemerasan dengan 

kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur 
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2. Bahan Hukum 

Adapun bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah, 

sebagai berikut: 

1.  Bahan hukum primer, meliputi: 

a.  Berkas putusan Pengadilan Negeri Lamongan terhadap tindak pidana  

pemerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur atas nama Mas Saiful 

Iswan bin Mastain 

b. Berkas Acara Pemeriksaan tindak pidana pemerasan atas nama Mas Saiful 

Iswan bin Mastain Kepolisian Polsek Kota Lamongan 

c. Berkas tuntutan kejaksaan Negeri Lamongan terhadap tindak pidana 

pemerasan atas nama Mas Saiful Iswan bin Mastain 

d.  Berkas dakwaan terhadap tindak pidana pemerasan atas nama Mas Saiful 

Iswan bin Mastain 

e.  Interview (wawancara) dengan Hakim (Mohammad Indarto, SH) dan 

Panitera (Sri Utami) yang menangani perkara tersebut. 

2.  Bahan hukum sekunder, meliputi :  

a.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

c. Ketentuan pidana dalam Al-Qur'an  

d. Literatur yang berhubungan dengan pembahasan kasus ini 
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3.  Teknik Pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Interview (wawancara) 

Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab 

sepihak dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian.17 Metode  wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang 

dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung 

dengan sumber atau objek penelitian, yakni wawancara langsung dengan 

Hakim (Mohammad Indarto, SH) dan Panitera (Sri Utami) yang menangani 

kasus tersebut.  

b. Membuat cacatan dan membaca berkas serta literatur.  

4.  Teknik pengolahan data 

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari 

kelengkapan, kejelasan makna kesesuaian dan keselarasan antara yang satu 

dengan yang lain.18 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data-data yang telah 

                                                 
17

 Sutrisno Hadi, Metodologi Resech II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193 
18

 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 153 
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diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.19 

c. Analyzing, yaitu memberikan analisa dari data-data yang telah 

dideskripsikan dan ditarik untuk suatu kesimpulan.20 

5.  Teknik Analisis data 

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data 

dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga akan ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analisis yaitu dimana penulis akan mencoba menguraikan data yang 

diperoleh dalam bentuk kata-kata atau menggambarkannya secara sistematis 

sehingga dapat mudah untuk dimengerti dan disimpulkan.21
 Dalam hal ini, 

penulis mengurai kasus tentang hukuman tindak pidana pemerasan yang diputus 

Pengadilan Negeri Lamongan secara keseluruhan mulai dari deskripsi kasus, 

landasan hukum yang dipakai oleh Hakim sampai dengan isi putusannya, 

kemudian menganilisis Putusan Pengadilan Negeri dengan hukum Pidana Islam 

dan ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

                                                 
19

 Burhan Ashofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66 
20

 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 

191 
21

 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: PT Gramedia 

Utama, 1993), 120 
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I.   Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dan menghasilkan pembahasan yang sistematika maka 

penulis perlu untuk menguraikan sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, sebagai 

berikut: 

BAB I: merupakan pembahasan awal yang memaparkan secara global 

tentang pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: merupakan landasan teori, menurut hukum Islam tentang tindak 

pidana pemerasan oleh anak yang meliputi definisi tindak pidana (jari>mah), definisi 

dan dasar hukum h}ira>bah, unsur-unsur, bentuk-bentuk h}ira>bah, syarat bagi pelaku 

h}ira>bah, pembuktian jari>mah, jenis-jenis dan penerapan hukuman, pengertian anak di 

bawah umur menurut hukum Islam, pertanggungjawaban pidana, serta kecakapan 

bertindak hukum (Ahliyyatul Ada>’). 

BAB III: merupakan pembahasan yang berkenaan hasil penelitian tentang 

deskripsi Pengadilan Negeri Lamongan yang meliputi wilayah hukum, struktur 

organisasinya, kronologi peristiwa, proses peradilan, dasar hukum dan isi Putusan 

Pengadilan Negeri Lamongan. 

BAB IV: analisis merupakan pokok pembahasan dari seluruh pembahasan 

dalam skripsi ini, oleh karenanya dalam bab ini dikemukakan tentang analisis hukum 

Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan tentang tindak pidana 
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pemerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 

BAB V: merupakan bab penutup sebagai bagian akhir dalam penulisan skripsi 

ini, maka dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan dari bab-bab yang terdahulu 

serta berisikan tentang saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN 

KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Definisi Tindak Pidana 

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang digunakan untuk tidak pidana, yaitu 

jina>yah dan jari>mah. Dapat dikatakan bahwa kata jina>yah digunakan para fuqaha>’ 

adalah sama dengan diartikan istilah jari>mah. 

Abdul Al-Qadir Audah mendefinisikan jina>yah sebagai berikut: 

Jina>yah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek 
seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang 
diharamkan dengan syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta 
benda, maupun selain jiwa dan harta benda.1 

 

Sedangkan Imam Mawardi mengatakan jari>mah adalah  

‚Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau 
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman h}ad 
atau ta’zi >r.‛2 

 

Istilah jina>yah lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukkan segala sesuatu 

yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan secara 

tertentu. Sedangkan jari>mah identik dengan pengertian dalam hukum positif yang 

berarti tindak pidana seperti jari>mah pencurian.3 

                                                 
1
 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jina>yah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12 

2
Abu Hasan Al-Mawardi, Al-ahkam as-Sult}a>niyah, (Mesir:Must}afa Al-Baby Al-Halaby, Cet- 

III,1973), 219 
3
 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000 ), 13 
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Menurut Hanafi jari>mah ialah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh 

Allah dengan hukuman h}ad atau ta’zi >r, larangan-larangan tersebut adakalanya 

berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang 

diperintahkan
.4 

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu jari>mah (tindak pidana, peristiwa pidana 

atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau 

masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau 

aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan 

dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, jari>mah adalah dampak dari perilaku 

tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, 

nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan non 

fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.5 

 

B. Definisi dan Dasar Hukum Perampokan (H{ira>bah)  

H{ira>bah atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, 

tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki 

pemcurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan 

perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja 

dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika 

dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya h{ira>bah 

                                                 
4
 Ahmad Hanafi, Asa-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang,1990), 1 

5
 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 

 

(perampokan) diistilahkan dengan sirqah kubra> atau pencurian berat, untuk 

membedakan dengan sirqah sugra> atau pencurian.6 

Di samping sirqah kubra dan h{ira>bah, istilah lain yang digunakan untuk 

jarimah ini adalah qat}’u at}-t}a>riq, seperti yang digunakan oleh Hanafiyah.7
  

Menurut Ahmad Djazuli, perbedaan antara pencuri dan perampok 

(pembregalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) 

dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara 

terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.8 

Demikian sangat jelas perbedaan antara perampokan dan pencurian, yang 

terletak pada unsur-unsur mendasarnya, yaitu kalau dalam pencurian dilakukan 

secara sembunyi-sembunyi sedangkan dalam h}ira>bah  prosesnya dilakukan secara 

terang-terangan dan kasar.9 

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang apabila dilihat 

redaksinya terdapat beberapa perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap 

sama. 

Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, definisi 

h}ira>bah adalah: 

                                                 
6
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika,2005), 93 

7
 ‘Ala Ad-Din, Al-Kasani, Kitab Bada>i’ As{-S{anai’ fi Tartib Asy-Syara>i’, Juz VII, (Da>r Al-Fikr, 

Beirut,1996), 135,  
8
 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jina>yah), (Bandung: Pustaka Setia), 88 

9
Indah Wahyuni, ‚Perbedaan H{ira>bah ‛, dalam 

 http://santriuniversitas.blogspot.com/2010/11/h{ira>bah-perampokan.html, (11 Mei 2012) 

http://santriuniversitas.blogspot.com/2010/11/h%7bira%3ebah-perampokan.html
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H{ira>bah ……adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan 
yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, 
atau membunuh orang.10 

 

Menurut Syafi'iyah definisi h}ira>bah adalah: 

 

H{ira>bah ....adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau 
menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang teguh kepada kekuatan, 
dan jauh dari pertolongan (bantuan).11  

 

Menurut Imam Malik, h}ira>bah adalah 

 

 

 

Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau 

tidak.12 

Golongan Zhahiriyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan 

menyebut pelaku perampokan sebagai berikut: 

 

Perampok adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi 

orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi.13 

 

 

                                                 
10

Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri>y Al-Jina>iy Al-Isla>miy Juz II, (Da>r Al-Kitab. Al-'Arabi, Beirut, tanpa 

tahun), 639 
11

 Ibid, 640 
12

 Ibid, 641 
13

 Ibid, 642 
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Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah memberikan definisi sama dengan yang 

dikemukakan oleh Hanafiyah, sebagaimana disebutkan di atas. 14 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tindak pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok orang 

dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kekerasan.  

Dasar hukum jari>mah h}ira>bah adalah firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 

33 sebagai berikut: 

     

      

    

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, 
atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang 
besar.15 

 

 

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Perampokan (H{ira>bah) 

Unsur-unsur h}ira>bah yang utama adalah dilakukan secara terang-terangan, 

serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, ada tekanan dan pelaku 

mempunyai kekuatan.  Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam jari>mah 

                                                 
14

 Ibid 
15

 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Restu, 1971), 115 
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pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam 

melakukan tindakan tersebut.16 

 

D. Bentuk-bentuk Perampokan (H{ira>bah) 

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur jari>mah 

h}ira>bah itu adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku 

tersebut mengambil harta atau tidak.
17  

Di samping itu dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di 

atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana perampokan itu ada empat 

macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya 

melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tambah membunuh. 

2. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta 

tanpa membunuh. 

3. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan 

pembunuhan tanpa mengambil harta. 

4. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta 

dan melakukan pembunuhan.18 

 

                                                 
16

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jina>yah), (Bandung: Pustaka Setia),  88 
17

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, dikutip dari Wahbah Zuhaili, Al-fiqh Al-Isla>miy wa 
Adilla>tuhu, Juz VI, (Da>r  Al-Fikr, Damaskus, 1989), 129 
18

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 95 
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Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana 

perampokan tersebut maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia keluar dengan 

tujuan mengambil harta dengan kekerasan. Akan tetapi, apabila seseorang keluar 

dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi, dan tidak 

mengambil harta, serta tidak melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap 

sebagai perampok, walaupun perbuatannya itu tetap tidak dibenarkan, dan termasuk 

maksiat yang dikenakan hukuman ta'zi>r. 19 

 

E. Syarat bagi Pelaku h}ira>bah  

H{ira>bah atau perampokan dapat dilakukan baik oleh kelompok, maupun 

perorangan (individu) yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Untuk 

menunjukkan kemampuan  ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan 

bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata atau alat lain yang 

disamakan dengan senjata, seperti tongkat, kayu, atau batu. Akan tetapi Imam 

Malik, Imam Syafi’i dan Zhahiriyah, serta Syi’ah Zaidiyah tidak mensyaratkan 

adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik. 

Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik atau 

strategi, tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan 

menggunakan anggota badan, seperti tangan dan kaki.20 

                                                 
19

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 95-96 
20

 Abd Al Qadir Audah, At-Tasyri>y Al-Jina>iy Al-Isla>miy Juz II, (Da>r Al-Kitab. Al-'Arabi, Beirut, tanpa 

tahun), 641 
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Para ulama berbeda pendapat mengenai pelaku jarimah h}ira>bah ini. Menurut 

Hanafiyah, pelaku h}ira>bah adalah setiap orang yang melakukan secara langsung atau 

tidak langsung perbuatan tersebut. Dengan demikian, menurut mereka (Hanafiyah) 

orang yang ikut terjun secara langsung dalam mengambilan harta,  membunuh, atau 

mengintidimidasi termasuk pelaku perampokan. Demikian pula orang yang ikut 

memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan maupun pertolongan, 

juga termasuk pelaku perampokan. Pendapat Hanafiyah disepakati oleh Imam Malik, 

Imam Ahmad, dan Zhahiriyah. Akan tetapi, Imam Syafi’i berpendapat bahwa yang 

dianggap sebagai pelaku perampokan adalah orang yang yang secara langsung 

melakukan perampokan. Sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan 

perbuatan, walaupun ia hadir di tempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku 

perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu yang diancam dengan hukuman 

ta’zi >r.21 Untuk dapat dikenakan hukuman h}ad, pelaku hirabah disyaratkan harus 

mukallaf, yaitu balig dan berakal. Hal ini merupakan persyaratan umum yang 

berlaku untuk semua jarimah, sesuai dengan hadis| yang diriwayatkan oleh Imam 

Ahmad dan Abu Dawud. 

 

Dari Aisyah ra. Ia berkata:"Telah bersabda Rasulullah saw,: Dihapuskan 
ketentuan dari tiga hal: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila 

                                                 
21

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, dikutip dari Al-Kasani, VII, Lihat juga Wahbah 

Zuhailiy, 130 
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sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.22 
 

Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan pelaku hira>bah harus 

laki-laki dan tidak boleh perempuan. Dengan demikian, apabila antara peserta pelaku 

h}ira>bah terdapat seorang perempuan maka ia tidak dikenakan hukuman h}ad. Akan 

tetapi, Imam Ath-Thahawi menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam tindak 

pidana ini sama statusnya. Dengan demikian, perempuan yang ikut serta dalam 

melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman h}ad.23
 

Persyaratan lain yang menyangkut jarimah hira>bah ini adalah persyaratan 

tentang harta yang diambil. Pada prinsipnya persyaratan untuk harta dalam jarimah 

hira>bah, sama dengan persyaratan yang berlaku dalam jarimah pencurian. Secara 

global, syarat tersebut adalah barang yang diambil harus tersimpan (muh}raz), 

mutaqawwi>m, milik orang lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nis}a>b. Hanya saja 

syarat nishab ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha>’. Imam Malik berpendapat, 

dalam jari>mah h}ira>bah tidak disyaratkan nis}a>b untuk barang yang diambil. Pendapat 

ini diikuti oleh sebagian fuqaha>’ Syafi’iyah. Imam Ahmad dan Syi’ah Zahidiyah 

berpendapat bahwa dalam jari>mah h}ira>bah juga berlaku nis}a>b  dalam harta yang 

diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan, dan tidak memperhitungkan 

perolehan perorangan. Dengan demikian, meskipun pembagian harta untuk masing-

masing pelaku tidak mencapai nis}a>b, semua pelaku tetap harus dikenakan hukuman 

h}ad. Imam Abu Hanifah dan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa perhitungan 

                                                 
22

 Jala Ad-Din As-Sayut}i, Al-Ja>mi' As}-S}agi>r, Juz II, (Da>r Al-Fikr, tanpa tahun), 24  
23

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,  dikutip dari Al-Kasani, VII 
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nis}a>b bukan secara keseluruhan pelaku, melainkan secara perorangan. Dengan 

demikian, apabila harta yang diterima oleh masing-masing peserta itu tidak 

mencapai nis}a>b  maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman sebagai pengambil 

harta. Hanya saja dalam hal ini perlu diingat adanya perbedaan pendapat antara 

Hanafiyah dan Syafi’iyah mengenai pelaku jari>mah h}ira>bah sebagaimana telah 

dikemukakan dalam uraian yang lalu. Di samping itu juga perlu diperhatikan 

perbedaan antara kedua kelompok tersebut mengenai ukuran nis}ab pencurian, 

sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pencurian.24 

Persyaratan lain untuk dapat dikenakannya hukuman h}ad dalam jarimah 

hira>bah ini adalah menyangkut tempat dilakukannya jari>mah h}ira>bah. Syarat-syarat 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Jari>mah perampokan harus terjadi di negeri Islam. Pendapat ini dikemukan oleh 

Hanafiyah. Dengan demikian, apabila jari>mah h}ira>bah terjadi di luar negeri Islam 

(da>r al-h}arb) maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman h}ad. Akan tetapi 

jumhur ulama tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian menurut jumhur, 

pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman h}ad, baik jari>mah h}ira>bah terjadi di 

negeri Islam maupun di luar negeri Islam. 

2. Perampokan harus terjadi di luar kota, jauh dari keramaian. Pendapat ini 

dikemukan oleh Hanafiyah. Dengan demikian menurut jumhur, perampokan yang 

                                                 
24

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 97 
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terjadi di dalam kota dan di luar kota hukumannya sama, yaitu bahwasannya 

pelaku tetap dikenakan hukuman h}ad. 

3. Malikiyah dan Syafi’iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk 

meminta pertolongan. Sulitnya pertolongan tersebut mungkin karena 

peristiwanya terjadi di luar kota, lemahnya petugas keamanan, atau karena upaya 

penghadangan oleh para perampok, atau karena korban tidak meminta 

pertolongan kepada pihak keamanan, karena berbagai pertimbangan. Dengan 

demikian, apabila upaya dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka 

para pelaku tidak dikenakan hukuman.25 

Selain persyaratan yang dikemukakan di atas, terdapat persyaratan yang 

berkaitan dengan korban. Para ulama sepakat, bahwa orang yang menjadi korban 

perampokan adalah orang yang ma’s }u>m ad-dam, yaitu orang yang dijamin 

keselamatan jiwa dan hartanya oleh orang Islam. Orang tersebut adalah orang 

muslim atau z|immi. Orang Islam dijamin karena keislamannya, sedangkan kafir 

z|immi dijamin berdasarkan perjanjian keamanan. Orang kafir musta’man (mu’ahad) 

juga sebenarnya termasuk orang yang mendapatkan jaminan, tetapi karena 

jaminannya itu tidak mutlak maka hukuman h}ad terhadap pelaku perampokan atas 

musta’man ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha>’.26 Menurut Hanafiyah 

perampokan terhadap musta’man tidak dikenakan hukuman h}ad.27  

                                                 
25

 Ibid, 664-645; Al-Kasani, VII, 137  
26

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, dikutip dari Abd. Qadir Audah, At-Tasyri>y Al-Jina>iy 
Al-Isla>miy Juz II, (Da>r Al-Kitab. Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun), 646  
27

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,  dikutip dari Al-Kasani, 136 
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F. Pembuktian untuk Jarimah Perampokan (H}ira>bah) 

Jari>mah h}ira>bah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu:28 

1. Dengan saksi 

Seperti halnya jarimah-jarimah yang lain, untuk jari>mah h}ira>bah saksi 

merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya jari>mah pencurian, saksi untuk 

jari>mah h}ira>bah ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-

syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan juga bisa dari 

orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. 

Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan saksi laki-laki dan 

dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan. 

2. Dengan pembuktian 

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat 

bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan 

dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama’ menyatakan pengakuan itu cukup 

satu kali saja, tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam 

Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan dalam minimal dua kali.29 

 

 

 

 

                                                 
28

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 99 
29Ibid, dikutip dari Wahbah Zuhaili, VI, 135 
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G. Jenis-Jenis H{ira>bah dan Penerapan Hukumannya 

Bentuk jari>mah dan macam hukuman bagi pelaku jari>mah diriwayatkan Ibnu 

Abbas dalam Nailul Maram, sebagai berikut: 

  

 

  

  

 
Artinya: ‚Pertama: Apabila dia membunuh dan sekaligus mengambil harta 

korban, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Kedua, apabila ia membunuh 

tetapi tidak mengambil harta korban, maka hukumannya adalah dibunuh, tidak 

disertai disalib. Ketiga, apabila ia hanya mengambil hartanya saja dan tidak 

membunuh, maka hukumannya dipotong tangan dan kaki secara silang. Keempat, 
apabila dia hanya menakut-nakuti, membuat keonaran, maka hukumannya 

diasingkan ke luar wilayah.‛30 

 

Penjelasan dari keempat bentuk jarimah dan jenis hukumannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Hukuman mati (dibunuh) dan disalib 

Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya 

menurut Imam Syafi’I, Imam Ahmad, Syi’ah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf, dan 

Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh 

(hukuman mati) dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkan Imam 

Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim dibolehkan untuk 

memilih salah satu dari alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki, 

                                                 
30

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jina>yah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 90 
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kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong 

tangan dan kaki, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.31 

Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan dengan 

pengambilan harta dalam kasus ini, tentu saja berkaitan dengan persyaratan 

nis}a>b  yang rinciannya telah dijelaskan dalam syarat-syarat jari>mah h}ira>bah. 

Terlepas dari terpenuh atau tidaknya persyaratan nis}a>b yang menjadi bahan 

pembicaran para ulama, dilihat dari teori penyerapan, sebanarnya hukuman mati 

menyerap hukuman-hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potong 

dan kaki. Dengan demikian, pendapat jumhur yang hanya menetapkan hukuman 

potong tangan dan kaki.32 

Mengenai pelaksanaan hukuman mati dan sekaligus hukuman salib ini, 

para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan, 

kemudian hukuman mati. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman 

mati didahulukan kemudian hukuman salib. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik 

memilih pelaksanaan yang pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib 

kemudian hukuman mati. Menurut mereka, penyaliban merupakan suatu bentuk 

hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau 

pelaku masih hidup. Karena itu, harus didahulukan sebelum dilakukan, hukuman 

salib tidak berpengaruh apa-apa bagi si terhukum.33 

                                                 
31

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, dikutip dari Wahbah Zuhaili, VI, 650-651 
32

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 102-103 
33

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jina>yah), (Bandung: Pustaka Setia), 91 
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Dalam hukum positif, perbuatan yang mirip dengan jari>mah h}ira>bah ini 

diancam dengan hukuman mati atau penjara paling lama dua puluh tahun (pasal 

365 ayat 4). Walaupun dalam tindak pidana ini tidak disertai tambahan 

hukuman, semacam salib pada hukum Islam, dalam pelaksanaannya, hukuman 

mati, dilakukan setelah mengikat si terpidana pada salah sebilah kayu yang mirip 

dengan salib, baru kemudian ditembak.34 

2. Hukuman mati  

Hukuman mati ini hanya dijatuhkan bagi pelaku gangguan keamanan 

yang membunuh korban tanpa disertai dengan pengambilan harta korban. 

Hukuman mati ini pun tergolong hukuman h}udud dan bukan hukuman qis}as}. 

Oleh karena itu, tidak dapat dima’afkan. Pembunuhan yang dilakukan pelaku 

jari>mah ini dilakukan dijalan umum yang berkaitan dengan gangguan keamanan. 

Oleh karena itu, perbuatan ini termasuk dalam h}ira>bah. Walaupun pembunuhan 

yang masuk ke dalam kelompok qis}as}} dapat saja dilakukan di luar rumah, 

pembunuhan pada jari>mah qis}as} tidak berkaitan dengan ganggguan keamanan. Di 

samping itu, pembunuhan tersebut sedikit banyak berkaitan dengan harta atau 

perampokan. Si pelaku tidak mengambil harta korban bisa jadi karena ia belum 

sempat mengambilnya atau karena berbagai kemungkinan lain.35  

 

 

                                                 
34

 Ibid. 91-92 
35

 Ibid. 
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3.  Hukuman potong tangan dan kaki bersilang 

Hukuman mati ini hanya dijatuhkan bagi pelaku kejahatan perampokan 

yang dilakukan di jalan umum. Dalam hal ini si pelaku hanya mengambil harta 

tanpa berusaha membunuh korban. Hukuman potong tangan dan kaki bersilang 

adalah memotong tangan kanan pembuat sekaligus kaki kirinya. Pemotongan 

tangan dan kaki sekaligus ini, dinisbatkan pada orang yang melakukan dua kali 

pencurian. Sebagaimana Ulama mengatakan hukuman potong kaki pelaku pada 

pencurian yang kedua kali. 

Pemberian hukuman sebarat ini disebabkan perbuatan si pelaku bukanlah 

hanya sekedar mengambil harta seperti layaknya pencuri, tetapi juga 

melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan 

bisa jadi akan dilakukan dengan pembunuhan seandainya si korban melawan 

atau bersikeras untuk tidak menyerahkan harta yang dibawanya. Perbuatan 

pelaku seperti itu, berdampak psikologis yang sangat dalam bagi si korban. 

Kehidupannya dihantui oleh pengalaman perampokan dan dia menjadi traomatis 

terhadap tindakan atau gerakan yang mencurigakan dan itu selalu 

mengasosiasikan dengan pengalaman buruknya dimasa lalu. Perbuatan si pelaku 

seperti itu, juga berdampak bagi ketentraman umum. Masyarakat menjadi takut 

keluar, melaksanakan aktifitas, melalui jalan tempat terjadi peristiwa 

perampokan. 
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Melipatgandakan hukuman bukan saja dikenal dalam fiqih jina>yah, tetapi 

di negara lain pun dikenal penjatuhan sanksi seperti ini. Bahkan di Indonesia 

diadakan sanksi, yang dikenal dalam hukum positif. Pasal 362 KUHP 

menyebutkan sebagai berikut:  

‚Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
denda paling banyak enam puluh rupiah.‛  

 

Hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun yang diancamkan bagi pelaku 

pencurian tersebut dalam pasal 362 KUHP dilipatgandakan sampai 15 (lima 

belas) tahun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian atau 

mengakibatkan luka berat (pasal 365 ayat 3). Bahkan, hukuman penjara itu 

dapat bertambah lagi menjadi lebih lama sebingga mencapai dua puluh tahun 

apabila perbuatan tersebut dilakukan secara kelompok, seperti yang tertera 

dalam pasal 365 ayat (4). 

4.  Hukuman pengasingan 

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku h}ira>bah yang sengaja membuat onar 

di jalan umum atau tempat keramaian umum, menakut-nakuti, mengacaukan 

situasi sehingga membuat suasana menjadi kacau. Walaupun tidak merugikan 

masyarakat secara material, dipastikan timbulnya dampak kejiwaan bagi 

masyarakat.36
  

 

                                                 
36

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jina>yah), (Bandung: Pustaka Setia), 93 
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Menurut Imam Syafi’i dan Syi’ah Zaidiyah, hukumannya adalah ta’zi>r 

atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama.37 

Pengertian pengasingan (an-nafyu) tidak ada kesepakatan di kalangan 

para ulama. Menurut Malikiyah, pengertian pengasingan (an-nafyu) adalah 

dipenjarakan di tempat lain, bukan di tempat terjadinya jari>mah perampokan. 

Hanafiyah mengartikan pengasingan (an-nafyu) dengan dipenjarakan, tetapi 

tidak mesti di luar daerah terjadinya perampokan. Pendapat yang rajih dalam 

madzab Syafi’i mengartikan pengasingan (an-nafyu) dengan penahanan (al-

h}abs), baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad 

berpendapat bahwa pengertian pengasingan (an-nafyu) adalah pengusiran 

pelaku dari daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk kembali, sampai ia 

jelas telah bertobat.38 

Lamanya penahanan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan 

Imam Syafi’i tidak terbatas. Artinya, tidak ada batas waktu tertentu untuk 

penahanan seorang pelaku perampokan. Oleh karena itu, ia tetap dipenjara 

sampai ia betul-betul bertobat, dan tingkah lakunya menjadi baik. Pendapat ini 

merupakan yang rajin dikalangan Hanabilah. Sebagian ulama Hanabilah 

berpendapat bahwa masa pengasingan (an-nafyu) untuk pelaku perampokan 

adalah satu tahun, dengan mengiaskannya kepada hukuman pengasingan (an-

                                                 
37

 Ibid, 648  
38

 Ibid, 648-649 
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nafyu) dalam jari>mah zina.
39

 

 

H. Pengertian Anak di bawah Umur menurut Hukum Islam 

Adapun kriteria anak di bawah umur adalah sebagai berikut: 

1.  Menurut hukum yang berlaku di Indonesia40
  

a. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan 

tidak lebih dahulu telah menikah (pasal 330 KUH Perdata). Maka pada 

batas usia (seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk 

melakukan tindakan hukum perdata. Begitu juga Undang-undang 

kesejahteraan anak (UU No. 4 tahun 1979) pasal 1 ayat 2 sama dengan 

yang dimaksud dalam hukum perdata. 

b. Undang-undang kerja (UU No.12 tahun 1948) pasal 1 ayat (1) d  

mendefinisikan, anak di bawah umur adalah orang laki-laki atau perempuan 

berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah. 

c. Undang-undang pokok perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) pasal 1 (1) 

menjelaskan bahwa batas usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 

16 (enam belas) tahun untuk pihak wanita dan 19 (sembilan tahun) tahun 

                                                 
39

 Ibid, 649 
40

 Darwan Prints, Hukum Anak di  Indonesia, (Bandung: PT Citra Bakti,1997), 2-3 
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untuk pria. Undang-undang tersebut menganggap orang orang di atas usia 

tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah.41 

d. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) 

merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah 

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) 

tahun dan belum pernah menikah.
42

 

2. Menurut hukum Islam pengertian anak di bawah umur adalah sebagai berikut: 

a. Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga mencapai 

kedewasaan (balig) dan fuqaha>’ membatasinya dengan usia 15 (lima belas) 

tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyi>z yang belum balig). Jika 

seseorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa 

meskipun ia belum dewasa dalam arti sebenarnya.43 

Hal ini sesuai dengan hadis|| Nabi Saw seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq 

dalam Kitab Fiqih As-Sunnah Juz I: 44 

‚Telah bersabda Rasulullah saw: surulah anak-anakmu mengerjakan 
shalat bila mereka telah berusia 7 (tujuh) tahun dan pukullah jika 
meninggalkannya bila mereka telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan pisah-
pisahkanlah mereka dari tempat tidur‛. (HR. Muslim). 
 

b. Imam Abu Hanifah membatasai kedewasaan atau baligh pada usia 18 

(delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, 

begitu pendapat yang terkenal dari madzab Maliki.45 

                                                 
41

 Ibid. 
42

 Undang-Undang  No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,  2 
43

 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana,  (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 370 
44

 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz I, (Bandung: PT Alma’arif, 1984), 206 
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Masa tamyi>z dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan 

atau setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau telah menunjukkan 

baligh alami. Balig alami adalah Nampak adanya sifat kelaki-lakian dan sifat 

kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan 

bahwa anak memasuki masa kelaki-lakian dan wanita sempurna. 

Sebagaimana firman Allah Swt.46 

        

   

Artinya: ‚Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 

,,,,,,‛.(Q.s An-Nisa>’: 6) 

 

Adapun dalam hukum pidana Islam konsep yang dikemukakan oleh 

syari’at Islam tentang pertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan 

konsep yang baik sekali meskipun telah lama usianya akan tetapi konsep 

tersebut menyamai teori terbaru dikalangan hukum positif. 

 

I. Pertanggungjawaban Pidana 

Konsep yang dikemukakan oleh syari’a >t Islam tentang pertanggungjawaban 

pidana anak di bawah umur didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir 

(ira>dah) dan pilihan (ikhtia>r). Sehubungan kedua dasar tersebut maka kedudukan 

                                                                                                                                           
45

 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) 370 
46

 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu,1971), 115 
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anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya 

dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara 

tersebut.47 

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia 

dilahirkan sampai ia dewasa. 

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (idra>k) 

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 

(tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan 

berfikir, dan disebut dengan ‚anak belum tamyi>z‛. Akan tetapi para fuqaha>’ 

berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas tamyi>z seseorang dan 

kemampuan berfikir, agar bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang 

kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Meskipun anak yang 

belum berusia 7 (tujuh) tahun sudah menunjukkan kemampuan berfikir, bahkan 

melebihi anak yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun, namun ia tetap dianggap 

belum tamyi>z, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan 

perorangan. Dengan demikian, seseorang anak yang belum tamyi>z, karena belum 

mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu jari>mah tidak dijatuhi 

hukuman, baik yang bersifat pidana meupun pendidikan. Ia tidak dikenakan 

dengan hukuman h}ad apabila ia melakukan jari>mah h}udud dan tidak diqis}as}. 

Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari tanggungjawab pidana tidak 

                                                 
47

Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang,1990), 368 
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menyebabkan dibebaskannya dia dari pertanggungjawaban perdata dari setiap 

jari>mah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang 

dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian 

kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya. 

2. Masa kemampuan berfikir yang lemah 

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan 

berakhir pada usia dewasa dan baligh, dan kebanyakan fuqaha>’ membatasi usia 

baligh ini dengan 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai 

usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan 

hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam dari sebenarnya. 

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) 

tahun. Menurut satu riwayat 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 

(tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama 

Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua 

ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-

jarimah yang dilakukan baik jari>mah h}udud, qis}as}, maupun ta’zi >r. Akan tetapi ia 

dapat dikenakan hukuman pengajaran (ta’dibiyah). Pengajaran ini dianggap 

sebagai hukuman pegajaran dan bukan hukuman  pidana. Bila ada anak tersebut 

melakukan jari>mah berkali-kali dan berkali-kali pula ia dijatuhi pengajaran ia 

tidak dianggap sebagai recidivis atau pengulangan kejahatan. 
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3. Masa kemampuan berfikir penuh 

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 

(lim belas) tahun menurut kebanyakan fuqaha>’ atau 18 (delapan belas) tahun 

menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari pendapat 

madzab Maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban 

pidana atas semua jari>mah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.48 

 

J. Kecakapan bertindak Hukum (Ahliyyatul Ada>’) 

Pengertian ahliyyah dalam hukum Islam dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, 

Pertama, dalam segi bahasa yaitu kelayakan atau mencukupi ungkapan ini 

mengandung pengertian bahwa ahliyyah yaitu kemampuan atau kelayakan terhadap 

suatu perkara. Dalam istilah fiqih, kata ahliyyah dinyatakan dengan ungkapan 

sebagai berikut: 

         . 

Artinya: Sifat yang telah ditetapkan pada seseorang sehingga membuatnya 

pantas untuk menerima tuntutan (khit}a>b) yang disyariatkan.49 

Sementara itu Wahbah Al-Zuhayliy pengertian sebagai berikut: 

          :    

                                                 
48

 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jina>yah), (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), 132-134 
49

 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Us}ul Al-Fiqh, dikutip dari Wahbah Al-Zuhaily, Us}ul Al-Fiqh Al-
Isla>miy, Juz 1, (Damaskus: Da>r Al Fikr, 1986), 163 
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    . 
Artinya: Kelayaan seseorang menerima tuntutan serta kemampuannya 

melaksanakannya, syari’at menyebutnya sebagai istilah dari kelayaan seseorang 

menetapi beberapa hak yang ditangguhkan kepadanya.50 

 

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyatakan demikian: 

 

          
Artinya: Kelayaan seorang manusia untuk mendapatkan beberap hak dan 

diharuskan melaksanakan beberapa kewajiban.51 

Dengan demikian pengertian ahliyyah dalam hukum Islam adalah kecakapan 

atau kemampuan seseorang untuk memperoleh hak-hak yang ditetapkan baginya 

atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang 

dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah perbuatan-perbuatannya oleh 

Syara’. 

Ahliyyah merupakan sebagian syarat mukallaf  menerima beban ketentuan 

Syara>’, karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukan seseorang dianggap sah 

apabila ia memiliki kelayakan. Selanjutnya sesuai arti dari ahliyyah di atas, maka 

penulis membedakan pengertian kemampuan menerima hak dan kemampuan 

melaksanakan hukum menurut Syara’. 

Ahliyyah Al-ada>’ ini erat hubungannya dengan kehidupan manusia, dimana ia 

memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, baik melalui usaha 

sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

                                                 
50

 Ibid. 
51

 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Us}ul Al-Fiqh, cet ke XII (Kairo: Da>r Al-Falah, 1979), 135. 
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itu diperlukan kemampuan dalam diri seseorang untuk melaksanakan perbuatan 

hukum, baik yang berhubungan dengan bidang ibadah maupun mu’amalat seperti 

perbuatan shalat, zakat, puasa, haji serta perbuatan yang berkaitan dengan 

pembelanjaan harta kekayaan, membayar harga barang yang dibeli dan lain 

sebagainya. 

Hukum Islam memberikan kriteria batasan ada adanya Ahliyyah Al-ada>’ ini 

dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli fiqih sebagai berikut: 

Abdul Wahab Khallaf mengatakan: 

        
Artinya: Kemampuan melaksanakan akan dipertanyakan dan dasarnya dalam 

manusia ialah sifat mampu membedakan dengan akalnya. 

Begitu juga pendapatnya Wahbah Al-Zuhayliy yaitu 

       

Artinya: Dasar kemampuan melaksanakan ialah sifat mampu membedakan hal 

itu yang dikehendaki dan akan dipertanyakan.52 

 Jadi, jelaslah bahwa dasar adanya kecakapan melaksanakan perbuatan hukum 

bagi diri seseorang adalah tergantung pada kemampuan akal dan tamyi>z (dewasa). 

Sebab pada dasarnya dengan akal itulah manusia dapat melaksanakan tindakan-

tindakan sesuatu apa yang ia inginkan, sehingga dengan itu pula pantaslah segala 

tindakan yang dia lakukan akan berakibat pada suatu hukum tersebut. 

                                                 
52

 Ibid 
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 Namun perlu diingat bahwa karena sifat akal itu tidak dapat diketahui dengan 

jelas, maka dipakailah umur sebagai batasan terhadap adanya kemampuan 

melakukan perbuatan hukum. Dari keadaan ini perlu kiranya kita bahas tingkat 

perkembangan baik fisik maupun akal pikirannya, semenjak dia masih dalam 

kandungan sampai akhirnya dia meninggal. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam 

perjalanan hidup manusia dibagi menjadi 4 (empat) periode. 

1.  Periode Dalam Kandungan (Janin) 

Periode ini dimulai semenjak manusia itu berupa ‘alaqah (gumpalan 

darah) dalam kandungan ibunya sampai saat dia lahir. Pada periode ini sifat 

kemanusiannya belum sempurna, karena jika dilihat dari wujud badannya seolah-

olah ia merupakan bagian dari ibunya, ia makan dari apa yang dimakan oleh 

ibunya, ia bergerak dan pindah dari suatu tempat ke tempat lain, jika ibunya 

berpindah tempat tetapi dari segi adanya roh ia telah merupakan satu jiwa 

sendiri. 

2.  Periode Kanak-kanak (Tufullah) 

Periode ini dimulai semenjak seseorang lahir ke dunia. Dengan lahirnya 

itu, maka telah sempurnalah sifat kemanusiannya, karena dia telah berpisah dari 

tubuh ibunya. Namun demikian kemampuan akalnya belum ada, kemudian 

berkembang sedikit demi sedikit ini berlangsung sampai seseorang mencapai 

masa tamyi>z.53 

                                                 
53

 Ibid, 168.  
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3.   Periode Tamyi>z 

Periode tamyi>z ini dimulai dari seseorang yang mampu membedakan 

antara sesuatu yang baik dan yang buruk dan sesuatu yang bermanfaat dan yang 

maz}arat. Fase ini dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun sampai balig. Hingga 

mengakhiri hidupnya, faktor akal lah yang menentukan kualitas kecakapan 

perbuatan hukum itu.54 

Berkaitan dengan anak tamyi>z dapat dikatakan bahwa kemampuan 

akalnya belum sempurna dalam arti mereka dipandang telah berakal tetapi belum 

sempurna, karena itu daya pikirnya masih dangkal, yakni masih terbatas pada 

hal-hal yang nampak (z}a>hiriyah) nya saja.  

Sebenarnya ke-tamyi>z-an seseorang tidak dapat dipastikan dengan umur 

tertentu yang telah dicapai oleh seseorang atau dengan adanya tanda-tanda 

tertentu yang terdapat pada perkembangan jasmaniah, melainkan tergantung 

pada perkembangan akalnya, hal ini mengingat adakalanya seseorang dengan 

orang yang lain berlainan disaat mencapai masa mumayyiz, oleh karena itu 

mulainya masa tamyi>z hanya dapat diketahui dari hasil perkembangan akal atau 

masa tamyi>z hanya dapat diketahui melihat hasil perkembangan akal atau 

tingkah laku yang merupakan pengejawantahan dari penggunaan kemampuan 

akalnya. Dalam hal ini para fuqaha>’ menetapkan umur 7 (tujuh) tahun sebagai 

ketetapan ke-tamyi>z-an seseorang anak demi keseragaman hukum. Sebagaimana 

                                                 
54

 Ahmad Azhar basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UU Perss, 2000), 29-30. 
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hadist Nabi yang memerintahkan agar menyuruh kepada anak-anak kita untuk 

mengerjakan shalat ketika ia berusia 7 (tujuh) tahun, karena dengan umur 

tersebut seseorang anak dipandang memiliki kemampuan untuk mengerjakan 

shalat. Sebagaimana tersebut dalam hadis Riwayat Abu Dawud. 

        :       : 

             

  )   ( 
Artinya: ‚Diriwayatkan dari ‘Umar bin Syuaib dari ayahnya dari 

kakeknya berkata, Rasululllah SAW. Bersabda: ‚Perintahkan anak-anakmu 

melaksanakan shalat jika mereka telah berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka 

(agar melaksanakan shalat) jika usia mereka sepuluh tahun, dan pisahkan antara 

mereka dari tempat tidur.‛ (H.R. Abu Dawud).55 

 

4.   Periode Dewasa (Balig) 

Periode ini dimulai ketika seseorang telah mencapai tanda-tanda 

kedewasaan apabila telah mengeluarkan air sperma bagi laki-laki dan telah 

mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Apabila terjadi 

kelainan atau keterlambatan perkembangan jasmani (biologis) nya, sehingga 

pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani (mimpi basah) 

bagi laki-laki atau keluar darah haid bagi perempuan tapi orang tersebut belum 

juga mengeluarkan tanda-tanda kedewasaannya itu, maka mulai balig-nya 

dianggap secara yuridis (hukum), berdasarkan usia yang lazim seseorang 

mengeluarkan tanda-tanda balig. 

                                                 
55

 Hafiz Al-Mundziriy, Sunan Abi Dawud, Jilid I alih bahasa Arab, Bey Arifin dan A. Singithy 

Djamaludin (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 326. 
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Untuk mengetahui bahwa seseorang itu sudah dewasa, Ulama’ Hanafiyah 

mengatakan sebagai berikut: 

   :          

               

          . 

Artinya: Sifat balig (kedewasaan) seorang laki-laki dapat diketahui 

apabila ia pernah bermimpi basah keluar sperma dan dapat menghamili seorang 

perempuan. Adapun kedewasaan bagi seorang wanita dapat diketahui apabila ia 

sudah haid atau hamil. Tapi jika tanda-tanda tersebut tidak nampak maka 

kedewasaan keduanya ditentukan dengan umur, yaitu 15 (lima belas) tahun.56 

Berkaitan dengan periode balig ini adalah sifat ra>syid pada diri seseorang, 

yaitu kepandaian seseorang dalam men-tasya>ruf-kan (membelanjakan) hartanya. 

Sifat ra>syid merupakan pelengkap bagi orang yang telah balig, akan tetapi tidak 

setiap orang yang telah balig memiliki sifat ra>syid, sebab sifat ini adakalanya 

datang pada seseorang lebih dahulu daripada datangnya periode balig dan 

adakalanya datang bersamaan, bahkan adakalanya datangnya kemudian setelah 

datangnya periode balig, ataupun tidak kunjung datang pada diri seseorang yang 

telah balig. 

Jadi, sifat ra>syid tidak berdiri sendiri menurut tinjauan hukum syara’ 

tanpa ke-balig-an seseorang atau ke-balig-an seseorang menjadi dasar bagi 

adanya sifat ra>syid.57 

                                                 
56

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, dikutip dari Abdurrahman Al-Jaziriy, Kitab Al-Fiqh 
‘Ala maz}ahibiy Al-Arba’ah (ttp: Da>r Al-Fikr, TT), 357. 
57

 Departemen Agama, Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana perguruan Tinggi Agama, Ilmu Fiqih 
II (Jakarta: 1984/1985), 5. 
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Kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan 

perbuatannya menurut syara’ semenjak seseorang dapat memfungsikan akalnya. 

Maka kemampuan secara bertahap, sejalan dengan perkembangan akal, dengan 

demikian apabila seseorang fungsi akalnya tidak sempurna, maka tidak sempurna 

pula ahliyyatul ada>’-nya dan apabila fungsi akalnya telah sempurna maka 

ahliyyatul ada>’ yang dimilikinya akan sempurna pula, dasar adanya ahliyyatul 

ada>’ ini adalah kemampuan akal seseorang. 

Apabila dihubungkan dengan keadaan manusia ahliyyatul ada>’ ini terbagi 

menjadi: 

a) Seseorang itu tidak mempunyai ahliyyatul ada>’ sedikitpun atau kehilangan 

ahliyyatul ada>’ sama sekali. 

Manusia pada periode janin, ia tidak memiliki ahliyyatul ada>’ sama 

sekali, hal ini dikarenakan jika dilihat dari wujud badannya seolah-olah masih 

merupakan bagian dari ibunya tetapi ia belum ada sama sekali kemampuan 

akalnya. 

Sedangkan keadaan manusia yang dianggap tidak mempunyai 

ahliyyatul ada>’ meliputi juga anak yang belum mumayyiz yang berada dalam 

periode Thufullah (kanak-kanak) dan orang yang gila, dimana mereka 

dianggap belum atau tidak mempunyai akal. 

Dengan demikian, orang yang sakit ingatan sama hukumnya dengan 

anak-anak sebelum mumayyiz, tidak mempunyai kecakapan melakukan 
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perbuatan hukum dan apabila berkepentingan untuk melakukan perbuatan 

hukum, dilaksanakan oleh walinya.58 

b) Seseorang mempunyai ahliyyatul ada>’  yang kurang sempurna  

Kecakapan melaksanakan secara tidak sempurna yaitu kecakapan 

seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu saja.59 Kemampuan ini ada 

pada anak-anak yang belum dewasa yang berada pada periode tamyi>z yaitu 

anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruknya suatu perbedaan, 

berguna dan tidaknya tetapi pengetahuan tersebut belum kuat. 

Dengan demikian anak yang masih dalam masa tamyi>z dipandang 

telah mempunyai kecakapan tak sempurna dalam melakukan perbuatan-

perbuatan hukum. Kecakapan tak sempurna hanya membenarkan tindakan-

tindakan hukum yang mendatangkan keuntungan saja, sedangkan tindakan-

tindakan yang dilakukan mengandung dua kemungkinan pertama 

mendatangkan keuntungan dan kedua mungkin mengandung kerugian, 

semuanya dibenarkan apabila mendapat izin dari walinya.60 

c) Seseorang itu mempunyai ahliyyatul ada>’ yang sempurna 

Maksudnya adalah orang yang telah dewasa lagi berakal.61 Sebab pada 

prinsipnya kemampuan bertindak seseorang ialah berakal artinya karena 

                                                 
58

 Ahmad Azhar Bazhir, Asas-Asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII 

Press, 2004), 30. 
59

 Depag, Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana perguruan Tinggi Agama, Ilmu Fiqih II (Jakarta: 

1984/1985), 16.  
60

 Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 

2004), 30. 
61

 Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009), 167. 
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sudah berakal maka dia diberi kemampuan berbuat secara sempurna. 

Kesempurnaan akal seseorang itu diukur dengan kedewasaannya sebab 

kedewasaan itu menunjukkan bahwa akalnya telah sempurna. Semua 

perbuatannya telah dipandang syah oleh Syara’, maka segala tindakannya 

tidak lagi memerlukan adanya izin dari walinya. 

Dalam fase keahlian sempurna ini yang menyangkut dengan harta 

kekayaan, disamping seseorang itu telah balig ia juga harus telah memiliki 

sifat ra>syid, yaitu kepandaian seseorang dalam men-tasya>ruf-kan 

(membelanjakan) hartanya, yang dititik beratkan pada kemampuan akalnya. 

Sesuai dengan firman Allah SWT Surat An-Nisa>’ ayat 6: 

        

         

           

   

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan 

janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan 

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. 

Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan 

diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka 

bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu 

menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi 

(tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas 
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(atas persaksian itu). (Q.S. An-Nisa>’: 6).
62

 

 

Sifat ra>syid ini datangnya pada seseorang tidak selalu bersamaan 

dengan datangnya kedewasaan. Jika seseorang yang telah balig dan belum 

atau tidak mampunyai sifat ra>syid, maka ditaruh di bawah pengampunan, 

dengan demikian kemampuan melaksanakan yang menyangkut harta 

kekayaan menjadi berkurang sama kedudukannya dengan orang yang 

mumayyiz, karena kurang sempurna kemampuan akalnya. 

 

                                                 
62

 Depag  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Restu,1971), 78. 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN TENTANG 

HUKUMAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN 

ANAK DI BAWAH UMUR 

 

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Lamongan 

1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan 

Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari badan peradilan pada tingkat 

pertama, yang tertuang pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968. Tempat 

kedudukan pengadilan ini berada disetiap Kotamadya atau Ibukota Kabupaten. 

Dengan kedudukan pada Kotamadya atau Kabupaten, maka otomatis daerah 

hukum Pengadilan Negeri adalah meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten 

yang bersangkutan, dikecualikan dari ketentuan ini adalah Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat, misalnya tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. Dinyatakan 

pada pasal 86 KUHAP bahwa apabila seorang melakukan tindak pidana di luar 

negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadilinya.1 

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama. Jadi, tugas 

                                                 
1
 Bambang Waluyo,Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1992), 16 
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pokok dari Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa, dan memutus 

(mengadili) serta menyelesaikan setiap perkara (perdata dan pidana) yang 

diajukan atau dilimpahkan. 

Pengadilan Negeri Lamongan merupakan Pengadilan Negeri yang 

menempati kelas II dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya.2 

Pengadilan Negeri Lamongan didirikan pada tahun 1569. Adapun kantor 

pengadilan Negeri Lamongan terletak di Jalan Veteran No.18 Lamongan. 

Pengadilan Negeri ini dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua sebagai tugas 

struktural instansi. 

Semua daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan meliputi 

seluruh daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Lamongan hanya meliputi seluruh daerah yang berada di 

Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan, terdiri atas 27 wilayah kecamatan, yaitu:3 

1. Sukorame 

2. Bluruk 

3. Ngimbang 

4. Sambeng 

5. Mantup 

6. Kembangbahu 

                                                 
2
  Sutopo, Wawancara, Lamongan , 13 Juni 2012 

3
 Data ditulis dari hasil Laporan Data Dokumentasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, 

pada tanggal 13 Juni 2012  
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7. Sugio 

8. Kedungpring 

9. Modo 

10. Babat 

11. Pucuk 

12. Sukodadi 

13. Lamongan 

14. Tikung 

15. Sarirejo 

16. Deket 

17. Glagah 

18. Karangbinangun 

19. Turi 

20. Kalitengah 

21. Karanggeneng 

22. Sekaran 

23. Maduran 

24. Laren 

25. Solokuro 

26. Paciran 

27. Brondong 
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2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lamongan 

Dasar struktur organisasi Pengadilan Negeri Lamongan adalah:4 

1. SK MENKEH Tanggal 19 Desember 1989 No. M. 08. PR 07.02 Tahun 1989 

2. SK KMA Tanggal 24 Pebruari 1992 No. KMA/II/1982 

3. SEMA No. 5 Tanggal 13 Agustus 1996  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Subagi, Wawancara, Lamongan, 13 Juni 2012 
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B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan Anak di bawah Umur di 

Pengadilan Negeri Lamongan 

1. Kronologi Peristiwa 

Pada dasarnya kasus yang diteliti oleh penulis adalah tindak pidana 

pemerasan dengan kekerasan. Dimana terdakwa adalah “MSI” (15 tahun) diadili 

dalam sidang Pengadilan Anak. Dengan kronologi kejadian sebagai berikut:5 

Peristiwa itu berawal pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2011 sekitar 

jam 09.00 WIB. Yang bersangkutan telepon “U” kalau ia butuh uang untuk beli 

ayam kemudian jawab “U” untuk menunggu besok kemudian sekitar pukul 20.00 

WIB sms isinya : “uripmu gak bakal iso seneng aku yo gak wedi karo wong 

tuomu” kemudian pada hari senin tanggal 3 Oktober 2011 di sekolah tepatnya di 

kamar mandi terdakwa mendatangi “U” selanjutnya uang “U” serahkan dan saat 

itu hampir tiap minggu yang bersangkutan meminta uang yang besarnya Rp. 

10.000,- s/d 20.000,- kemudian sekitar bulan Oktober akhir pada saat “U” main 

di warnet planet yang terletak di Mlaten kel. Jetis kec/kab. Lamongan, sdr. 

“MSI” datang dan saat itu meminta uang Rp. 10.000,- yang saat itu tidak “U” 

beri karena “U” tidak punya uang selanjutnya sdr. “MSI” mengambil mouse yang 

“U” pegang langsung dilempar ke monitor sampai layar monitor pecah setelah 

itu sdr. “MSI” langsung pergi begitu saja kemudian “U” bayar setelah itu 

                                                 
5
 Data ditulis dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan sidang Pengadilan Anak 

pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan terdakwa “MSI” dalam tindak pidana pemerasan dan 

wawancara dengan Mohammad Indarto, SH. 
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langsung pulang dan beberapa hari kemudian “U” mengganti rugi kerusakan 

layar monitor warnet senilai Rp. 400.000,- yang “U” pinjam dari teman “U” dan 

orang tuanya ikut menyumbang Rp.700.000,- karena pihak warnet meminta 

ganti rugi layar monitor sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian pada hari Rabu 

tanggal 7 Desember 2011 sdr. “MSI” meminta uang lagi kepada “U” sejumlah 

Rp. 70.000,- melalui sms yang isinya meminta uang lagi akan tetapi “U” tidak 

punya uang sehingga “U” tidak beri karena “U” merasa takut maka “U” 

melaporkan ke polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut. 

2. Proses Peradilan 

a. Pembacaan Dakwaan (Sidang Pertama), tanggal 25 Januari 2012 

Sebagaimana diatur dan diancam pidana, perbuatan terdakwa 

melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Yo 64 (1) KUHP. Pada peradilan tingkat 

dua yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Lamongan pada 

hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 jam 09.00 dalam perkara terdakwa: 

Nama   : MAS SAIFUL ISWAN BIN MASTAIN 

Tempat lahir  : Lamongan 

Umur   : 15 Tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Kebangsaan  : Indonesia 

Tempat tinggal : Desa Wajik, Rt.01/Rw.01, Kec. Lamongan, Kab.    

Lamongan 
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Agama : Islam  

Pekerjaan  : - 

Pendidikan   : Pelajar kelas 1 SMA 3 Lamongan 

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan sekarang 

Susunan Persidangan: 

Mohammad Indarto, SH.....................Hakim Ketua; 

Hari Supriyanto, SH.M.H....................Hakim Anggota; 

Rida Nur Karimah, SH.M.Hum .........Hakim Anggota; 

Sri Utami .............................................Panitera pengganti; 

Palupi Wulanadari, SH........................Jaksa Penuntut Umum; 

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk 

menghadapkan terdakwa di muka persidangan, selanjutnya Hakim Ketua 

mengajukan pertanyaan tentang identitas terdakwa. 

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis terdakwa menerangkan bahwa ia 

hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan, dalam 

pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak didampingi penasehat hukum; 

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada penuntut 

umum untuk membacakan surat dakwaan tertanggal 16 Jauari 2012 No. Reg 

Perkara PDM-08/Lamongan/0112 (sebagaimana terlampir dalam berkas) 

Sesudah itu Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa 

apakah sudah mengerti dengan isi surat terdakwa tersebut dan dijawab oleh 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 

 

terdakwa sudah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut; 

Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa 

Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini dan 

dijawab oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa hingga saat ini saksi tersebut 

belum hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut dan 

mohon agar pemeriksaan dalam perkara ini ditunda untuk menghadirkan 

saksi-saksi tersebut; 

Atas permohonan, Jaksa Penuntut Umum tersebut dikabulkan Ketua 

Majelis Hakim dan berhubung dengan itu, maka pemeriksaan dalam perkara 

ini ditunda pada hari senin tanggal 30 Januari 2012, pukul 09.00 WIB dengan 

acara pemeriksaan saksi.6 

b. Pemeriksaan Saksi I, saksi II, dan saksi III  (Sidang kedua), tanggal 30 

Januari 2012 

Selanjutnya Hakim memberitahukan bahwa acara persidangan, hari 

ini adalah pemeriksaan saksi, yaitu: 

1. Saksi I, yaitu saksi “U” menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : 

 Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan darah 

 Bahwa benar sdr. “MSI” melakukan pemerasan kepada saksi pada hari 

senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WIB di sekolahan 

saksi terletak di SMA 3 Lamongan di Ds. Tanjung Kab. Lamongan 

                                                 
6
 Data ditulis dari berkas berita acara tindak pidana pemerasan yang dilakukan terdakwa “MSI”  
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 Bahwa benar sdr. “MSI” melakukan pemerasan barang milik saksi 

berupa uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 

adapun pelaku melakukan pemerasan yaitu dengan cara meminta 

secara paksa dan apabila tidak saksi berikan maka akan mengancam 

saksi lewat sms maupun dengan perbuatan yaitu menempeleng kepala 

saksi sebanyak 2 kali mengenai pelipis kiri dan kanan saksi. 

 Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 2 

Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 WIB yang bersangkutan telepon 

saksi kalau ia butuh uang untuk beli ayam kemudian saksi jawab 

untuk menunggu besok kemudian pukul 20.00 WIB sms isinya: 

“uripmu gak bakal iso seneng aku yo gak bakal wedi karo wong 

tuomu” kemudian pada hari senin tanggal 3 Oktober 2011 ketika 

kami di sekolah sdr. “MSI” mendatangi saksi selanjutnya uang saksi 

serahkan pada saat itu hampir tiap minggu yang bersangkutan 

meminta uang yang sebesarnya Rp.10.000,- s/d Rp.20.000,- kemudian 

sekitar bulan Oktober akhir pada saat saksi main di warnet Planet 

yang terletak di Mlaten kel. Jetis kec/kab. Lamongan sdr. “MSI” 

datang dan saat itu meminta uang Rp. 10.000,- yang saat itu tidak 

saksi beri karena saksi tidak punya uang selanjutnya sdr. “MSI” 

mengambil mouse yang saksi pegang langsung dilempar ke monitor 

sampai layar monitor pecah setelah itu sdr. “MSI” langsung pergi 
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begitu saja kemudian saksi bayar setelah itu langsung pulang dan 

beberapa hari kemudian saksi mengganti rugi kerusakan layar monitor 

warnet senilai Rp. 400.000,- yang saksi pinjam dari teman saksi dan 

orang tuanya ikut menyumbang Rp.700.000,- karena pihak warnet 

meminta ganti rugi layar monitor sebesar Rp.1.500.000,- kemudian 

pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sdr. “MSI” meminta uang 

lagi kepada saksi sejumlah Rp.70.000,- melalui sms yang isinya 

meminta uang lagi akan tetapi saksi tidak punya uang sehingga saksi 

tidak beri karena saksi merasa takut maka saksi melaporkan ke Polres 

Lamongan 

 Bahwa benar jika permintaannya yaitu memberi uang tidak saksi 

penuhi biasanya kalau ketemu sdr. “MSI” menampar saksi yang 

mengenai wajah saksi dan terakhir ditampar pada akhir bulan Oktober 

2011 

 Bahwa saat dimintai uang Rp. 150.000,- ada yang mengetahui yaitu 

sdri. “AR”, “AN” semua teman satu kelas dan ketika sdr. “MSI” 

memecahkan monitor yang mengetahui adik kelas saksi yaitu “W” 

 Bahwa benar yang saksi ingat ada yang mengetahui yaitu sdri. “AR” 

dan “AN” dan kejadian tersebut pada hari jum’at tanggal lupa bulan 

Oktober 2011 di warnet Planet 
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2. Saksi II, yaitu Saksi “AR” menerangkan di bawah sumpah sebagai 

berikut : 

 Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga 

 Bahwa benar setahu saksi “MSI” pernah meminta uang kepada “U” 

namun jumlahnya saksi tidak tahu 

 Bahwa benar untuk hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2011 yaitu di 

pasar tingkat selatan dan sekolahan atau di kamar kecil 

 Bahwa benar sepengetahuan saksi “MSI” meminta uang dengan 

mengirim sms sehingga saksi kurang tahu 

 Bahwa benar saksi pernah ditunjukkan sms yang dikirim oleh “MSI” 

yang isinya “njaluk duweke zah” dan ada beberapa sms lain yang 

berisi ancaman. 

3. Saksi III, yaitu saksi “AN” menerangkan di bawah sumpah sebagai 

berikut : 

 Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan 

keluarga 

 Bahwa benar di jalan terowongan belakang pasar tingkat Lamongan 

hari dan tanggal lupa bulan September 2011 sekitar jam 11.00 WIB 

uang yang  diminta sejumlah Rp. 20.000,- 

 Bahwa benar kalau pada saat itu uang langsung diberikan kepada sdr. 

“MSI” tidak ada kekerasan atau ancaman apapun tetapi sebelumnya 
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sdri. “U” sering mendapat ancaman apabila tidak memberikan 

sejumlah uang yang dimintai oleh sdr. “MSI” 

4. Saksi IV, yaitu saksi “WZJ” menerangkan di bawah sumpah sebagai 

berikut: 

 Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan 

keluarga 

 Bahwa saksi mengetahui “MSI” dan “U” ketika ada kejadian 

pecahnya LCD milik saya yang berada di warnet 

 Bahwa nama warnet saksi adalah Warnet Planet alamat Mlaten 

RT/RW: 03/03 Kel. Jetis Kec/Kab. Lamongan 

 Bahwa pada sekira bulan Oktober akhir tahun 2011 “MSI” dan “U” 

datang ke warnet milik saya 

 Bahwa saksi melihat “U” datang ke warnet yang kemudian “MSI” 

datang untuk meminta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada 

“U” namun tidak diberi, karena “U” tidak punya uang yang 

selanjutnya “MSI” mengambil mouse dan langsung dilempar ke LCD 

milik saksi sehingga menjadi rusak namun sudah diganti oleh “U” dan 

orang tua dari “MSI”, sehingga saksi sudah tidak mempersalahkan hal 

tersebut 

 Bahwa “MSI” langsung pergi meninggalkan warnet setelah melempar 

LCD milik saksi 
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c. Pemeriksaan terdakwa (Sidang ketiga), tanggal 8 Pebruari 2012 

 Bahwa terdakwa membenarkan dan telah mengerti surat dakwaan 

penuntut umum yang dibacakan pada sidang pertama 

 Bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan 

tersebut 

 Bahwa tidak membenarkan keterangan saksi-saksi dan ia sendiri 

menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa benar kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari senin 

tanggal 3 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 WIB di sekolahan SMA 

Negeri 3 Lamongan yang terletak di Ds. Tanjung kec/kab. Lamongan 

 Bahwa benar tidak terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa ketika 

melakukan pemerasan hanya dengan menggunakan ancaman melalui 

perkataan dan juga ancaman lewat sms ke no hp sdri “U” 

 Bahwa benar terdakwa tidak ada hubungan keluar dengan sdri. “U” 

dan terdakwa mengenalnya karena teman sekolah di Mts dan 

terdakwa juga pacaran dengan sdri. “U” 

 Bahwa benar terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban dengan 

cara meminta secara paksa uang sebanyak Rp. 150.000,- kepada sdri. 

“U” yang mana pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2011 sekitar jam 

20.00 WIB terdakwa sms sdri. “U” dengan kata-kata “uripmu gak 

bakalan iso seneng aku yo gak bakalan wedi karo wong tuomu” 
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kemudian senin tanggal 3 Oktober 2011 sekitar di sekolahan terdakwa 

mendatangi “U” lalu meminta uang tersebut dan diberikan oleh sdri. 

“U” di kamar mandi sekolahan setelah saksi mendapatkan uang 

kemudian terdakwa pergi 

 Bahwa benar terdakwa meminta secara paksa kepada “U” sudah 

berulang kali sekira lebih dari 6x terdakwa terkadang meminta uang 

Rp. 10.000,- dan terkadang meminta uang sebanyak Rp. 20.000,- 

pernah sekali terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000,- dan 

Rp.15.000,- cuman sekali terdakwa meminta kepada “U” terdakwa 

berani meminta uang kepada “U” kerena merasa “U” adalah pacar 

terdakwa 

 Bahwa benar jika terdakwa meminta uang dan tidak dikasih oleh sdri. 

“U” maka langsung menampar pipinya menggunakan tangan 

terdakwa 

 Bahwa benar sejak pacaran dengan sdri. “U” maka terdakwa suka 

meminta uang sebesar Rp. 10.000,- atau Rp. 20.000,- kepada sdri. “U” 

 Bahwa benar terdakwa pernah mendatangi sdri. “U” di warnet Planet 

di Mlaten kel. Jetis kec/kab. Lamongan untuk meminta uang Rp. 

20.000,- karena tidak diberi maka terdakwa mengambil mouse yang 

ada di depan sdri. “U” kemudian terdakwa lemparkan mouse ke layar 

monitor dan pecah lantas terdakwa pergi, selang berapa waktu 
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terdakwa mendengar sdri. “U” bersama ibu terdakwa membayar layar 

monitor warnet dengan cara patungan/urunan tapi banyak ibu 

terdakwa yang membayarnya 

 Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengancam dengan 

menggunakan senjata tajam ataupun memukul dengan menggunakan 

benda/barang, hanya menakut-nakuti dengan perkataan dan sms saja 

sesekali terdakwa pernah menampar pipinya 

d. Tuntutan (Sidang keempat), tanggal 13 Pebruari 2012 

Hakim Ketua memberikan bahwa acara persidangan hari ini adalah 

tuntutan, kemudian Jaksa Penuntut Umum membacakan dan menyerahkan 

sebagai berikut: 

Supaya Hakim atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 

1) Menyatakan terdakwa “MSI” telah terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara berlanjut, 

sebagaimana diatur dalam pasal 368  ayat (1) KUHP sebagaimana telah 

diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “MSI” berupa pidana penjara 

selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam 

tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
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3) Menetapkan barang bukti berupa satu buah LCD LG 19 inch 

dikembalikan kepada “WZJ” 

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- 

(seribu) rupiah;7 

 

C. Dasar Hukum tentang Kasus Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan Anak di 

bawah Umur di Pengadilan Negeri Lamongan 

1. Dasar Hukum 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dasar hukum yang 

dipakai oleh hakim di Pengadilan Negeri Lamongan dalam menyelesaikan kasus 

tersebut adalah sebagai berikut:8 

a. KUHP Pasal 368 dan 64 menjelaskan bahwa: 

Terdakwa “MSI” (15 tahun) bersalah melakukan tindak pidana 

pemerasan yang dirumuskan pasal 368 (1) KUHP. 

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemerasan adalah: 

1. Barang siapa: 

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa. 

Kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena 

terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang 

                                                 
7
 Data ditulis dari berkas Surat Tuntutan Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa 

“MSI” 
8
Data ditulis dari berkas putusan tindak pidana pemerasan yang dilakukan olek terdakwa “MSI” dan 

hasil wawancara dengan Mohammad Indarto, SH, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Lamongan, 

tanggal 13 Juni 2012 
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dibenarkan Undang-undang untuk membebaskan atau memaafkannya 

dari segala tuntutan. Hal ini didukung oleh fakta-fakta dipersidangan 

yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang 

bukti dan petunjuk yang saling bersesuaian, sehingga unsur barang siapa 

telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 

2. Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain: 

Unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku bermaksud mencari keuntungan 

untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan melakukan suatu perbuatan. 

Dalam persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, 

keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang bersesuaian satu 

sama lain, sehingga unsur dengan maksud menguntungkan dirinya atau 

orang lain dapat terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. 

3. Dengan melawan hukum: 

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk menguntungkan dirinya 

sendiri atau orang lain dilakukan dengan cara melawan hukum. Dalam 

persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan 

terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang bersesuaian satu sama lain, 

sehingga unsur dengan maksud melawan hukum dapat terpenuhi dan 

terbukti secara sah menurut hukum. 
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4. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: 

Unsur ini telah dapat dibuktikan, karena dalam persidangan diperoleh 

fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang 

bukti dan petunjuk yang bersesuaian satu sama lain yang menunjukkan 

bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menguntungkan dirinya 

tersebut dilakukan dengan bentakan dan kata-kata yang keras, yang 

membuat takut korbannya, apalagi dikalangan pelajar SMA seusia 

korban, terdakwa terkenal sebagai tukang palak, sehingga korbannya 

sudah takut lebih dahulu. 

5. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau 

sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain supaya orang itu 

membuat utang atau menghapuskan piutang: 

Unsur ini telah dapat dibuktikan, karena dalam persidangan diperoleh 

fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang 

bukti dan petunjuk yang bersesuaian satu sama lain yang menunjukkan 

bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menguntungkan dirinya 

tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan yang membuat korbannya 

menjadi ketakutan dan menyerahkan uang kepada terdakwa. 

6. Dilakukan beberapa kali: 

Unsur ini telah dapat dibuktikan, karena dalam persidangan diperoleh 

fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang 
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bukti dan petunjuk yang bersesuaian satu sama lain yang menunjukkan 

bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menguntungkan dirinya 

tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan yang membuat korbannya 

menjadi ketakutan dan menyerahkan uang beberapa kali dalam jumlah 

yang berbeda kepada terdakwa. 

b. Undang-undang No.3 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi: 

1) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 

8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

dan belum pernah kawin. 

2) Anak Nakal adalah: 

a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau 

b) Anak yang melakukan tindak perbuatan yang dinyatakan terlarang 

bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun 

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. 

Bahwa terdakwa “MSI” yang telah berumur 15 (lima belas) tahun 

masuk kriteria dalam pasal di atas dan termasuk dalam kategori anak 

nakal yang dimaksud dalam pasal ini. 
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c. Undang-undang No. 3 tahun 1997 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi: 

1) Batas umur Anak Nakal yang diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-

kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pernah kawin. 

Berdasarkan pasal tersebut, terdakwa “MSI” yang berusia 15 (lima 

belas) tahun belum pernah menikah dengan seseorang dan layak untuk 

diajukan ke Sidang Anak. 

d. Undang-undang No.3 tahun 1997 Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi: 

1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari 

maksimum ancaman pidana penjara bagi anak dewasa.9 

Karena terdakwa “MSI” merupakan anak di bawah umur maka 

hukuman yang telah diputuskan dikurangi ½ (satu perdua) dari hukuman 

orang dewasa. 

2. Isi Putusan 

Dalam persidangan perkara tindak pidana pemerasan di Pengadilan 

Negeri Lamongan dipimpin oleh Mohammad Indarto, SH sebagai Hakim Ketua 

Majelis, Hari Supriyanto, SH.,MH sebagai Hakim Anggota, Rida Nur Karimah, 

SH.,M.Hum sebagai Hakim Anggota, Sri Utami sebagai Panitera pengganti, dan 

                                                 
9
 Undang-Undang RI Tentang Peradilan Anak, 2-3 
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Palupi Wulandari, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum.10
  

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:11 

1. 1 buah LCD LG 19 Inch warna hitam 

Dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yaitu: 

1. Umzah binti Muhammad Rokhim (Korban) 

2. Arita binti Kamdani 

3. Anggi Permatasari binti Mundir 

4. Wahyuni Zainuddin Jupri 

Berdasarkan No Reg Perkara: PDM-08/Lamongan/0112 

Jaksa penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Lamongan memberikan tuntutan kepada terdakwa “MSI” yaitu sebagai berikut:12 

Supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini memutuskan: 

1) Menyatakan terdakwa “MSI” telah terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara berlanjut, sebagaimana 

diatur dalam pasal 368  ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam 

dakwaan Penuntut Umum 

                                                 
10

 Sri Utami, Wawancara, Lamongan, 13 juni 2012 
11

 Ibid  
12

 Hasil pencatatan dan pengamatan berkas tuntutan kejaksaan Negeri Lamongan, tanggal 13 Juni 

2012 
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2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “MSI” berupa pidana penjara selama 

5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan 

sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 

3) Menetapkan barang bukti berupa satu buah LCD LG 19 inch dikembalikan 

kepada “WZJ” 

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- 

(seribu) rupiah;13 

Hakim Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Surat penetapan hakim 

atau hakim ketua pada Pengadilan Negeri Lamongan No.18/Pid.B/2012/PN.Lmg 

pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 telah menjatuhkan putusan dalam 

perkara “MSI”,14 

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, dan pengakuan tersendiri serta 

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim 

berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan 

melakukan tindak pidana pemerasan dan oleh karena itu terdakwa harus 

dihukum. 

 

 

                                                 
13

 Data ditulis dari berkas Surat Tuntutan Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa 

“MSI” 
14

 Hasil pencatatan dan pengamatan berkas putusan PN Lamongan, tanggal 13 Juni 2012 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77 

 

Sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu adanya 

pertimbangan hal-hal sebagaimana berikut: 

Hal-hal yang memberatkan: 

a.  Meresahkan masyarakat 

Hal-hal yang meringankan: 

a. Mengaku terus terang dalam persidangan 

b. Selama dalam pemeriksaan berkelakuan baik 

c. Belum pernah dihukum 

d. Masih di bawah umur 

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan 

pelaksanaannya serta ketentuan dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Yo 64 (1) 

KUHP. 

MENGADILI 

a. Menyatakan bahwa terdakwa “MSI” secara sah dan menyakinkan telah 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana: Pemerasan secara berlanjut; 

b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap “MSI” dengan pidana penjara selama 3 

(tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari; 

c. Menetapkan bahwa hukuman tersebut harus dikurangi dengan selama 

terdakwa berada dalam tahanan sementara; 

d. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; 
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e. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara itu berupa sebuah LCD LG 19 

Inch dikembalikan kepada saksi “WZJ”; 

f. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan pada 

hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 dan putusan diucapkan terbuka untuk umum. 

Oleh: Mohammad Indarto, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari 

Supriyanto, SH.M.H, dan Rida Nur Karimah, SH.M.Hum. masing-masing selaku 

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sri Utami Panitera pengganti Pengadilan 

Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Palupi Wulanadari, SH. Jaksa Penuntut 

Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan. Mohammad Indarto, SH sebagai 

Hakim Ketua Majelis, Hari Supriyanto, SH.,MH sebagai Hakim Anggota, Rida 

Nur Karimah, SH.,M.Hum sebagai Hakim Anggota, Sri Utami sebagai Panitera 

pengganti, dan Palupi Wulanadari, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum.  

Dengan keterangan bahwa putusan ini pada tanggal 15 Pebruari 2012 

telah mempunyai kekuatan hukum. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN 

HAKIM PENGADILAN NEGERI LAMONGAN DALAM PERKARA 

TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 

DI BAWAH UMUR 

 

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri 

Lamongan dalam Penetapan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan Anak 

di Bawah Umur 

Secara fungsional Hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan 

yang sudah disahkan oleh negara dan berlaku bagi setiap warga Negara. Hukum ini 

dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi setiap manusia agar terhindar 

dari segala perbuatan kejahatan atau perlanggaran, melalui penegakan itulah 

keadilan menjadi nyata. 

Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan 

akibat-akibat yang ditimbulkan di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu 

maupun kelompok. 

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, yaitu memaksa seseorang untuk 

menyerahkan sesuatu benda yang diinginkan oleh para pelaku kejahatan dengan 

disertai dengan kekerasan adalah sebuah kasus yang seharusnya perlu mendapatkan 
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perhatian khusus. Karena yang mana kasus pemerasan ini sangat meresahkan para 

siswa. Siswa tidak lagi merasa nyaman, melainkan akan merasa takut dan was-was 

apabila berada di sekolah. Karena tindak pidana pemerasan dapat terjadi kapan saja. 

Dan dalam kasus tindak pidana pemerasan ini, menurut penulis kejahatan yang 

dilakukan yaitu terdakwa dengan sengaja tanpa hak dan dengan kekerasan memaksa 

orang lain untuk memberikan uang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan 

berdasarkan keterangan tersangka yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka 

berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dianalisa bahwa memang telah terjadi suatu 

tindak pidana yang singkat kasusnya sebagai berikut: 

Pada hari senin tanggal 03 Oktober sekitar jam 10.00 WIB telah terjadi suatu 

tindak pidana pemerasan yang terjadi di SMA 3 Lamongan. 

Berdasarkan fakta di atas dapat petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana 

pemerasan, terhadap tersangka dapat dikenakan pasal 368 KUHP. Dan dalam 

menangani perkara tindak pidana pemerasan ini, Hakim Pengadilan Negeri 

Lamongan menjerat pelakunya berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat (1) KUHP,  

Yaitu: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik 
orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus 
piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 
tahun.1 

 
 
 
 

                                                 
1
 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 131 
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Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang memutuskan perkara 

dengan berdasarkan pada pasal 368 ayat 1 KUHP adalah sudah tepat dari landasan 

hukum tersebut maka hakim menjerat pelaku dengan pasal 368 ayat 1 dikenakan 

semua unsur yang harus terdapat di dalam tindak pidana pemerasan yang diatur 

dalam pasal 368 ayat 1 pemerasan telah terpenuhi dalam kasus tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa ‚MSI‛. 

Yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1) Unsur barang siapa, pembahasan ini adalah tersangka ‚MSI‛ 

2) Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 

melawan hak, pembahasan ini adalah: tersangka ‚MSI‛ meminta uang dengan 

paksa terhadap korban dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri 

yang mana uang tersebut setelah berhasil didapat dipergunakan untuk keperluan 

pribadinya. 

3) Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pembahasan 

ini adalah: tersangka ‚MSI‛ telah memaksa korban ‚U‛ dengan kekerasan yaitu 

dengan jalan ancaman kekerasan agar maksud mendapatkan uang tersebut 

tercapai. 

4) Unsur supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainya 

termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang 

itu membuat utang atau menghapus piutang, pembahasan ini adalah: akibat 

perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka ‚MSI‛ membuat korban 
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memberikan uang pada tersangka. Sedangkan dalam hukum Islam, unsur-unsur 

yang terpenuhi adalah sebagai berikut:2  

a) Unsur formal (Ar-Ruhn Al-Syar’iy), adanya nas| atau ketentuan yang 

menunjukkannya sebagai jari>mah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang 

menyatakan bahwa jari>>mah tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nas|. 

Alasan harus adanya unsur ini antara lain Firman Allah SWT, Q.S. An-Nisa>’ 

ayat 29: 

            

      

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.3 

 

Dari ayat di atas walaupun secara umum telah dijelaskan bahwa 

melakukan pemerasan kepada orang lain tidak diperbolehkan, karena 

termasuk memakan harta orang lain dengan jalan batil. 

b) Unsur Material (Al-Rukn Al-Ma>d}iy), adanya perbuatan melawan hukum 

yang benar-benar telah dilakukan, yaitu terdakwa dengan melawan hak atau 

hukum melakukan kekerasan agar mendapatkan barang yang diinginkan. 

                                                 
2
 Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fiqih Jina>yah, (Yogyakarta: UII Press, 2000) 8-10 

3
 Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 1971), 50 
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c) Unsur Moral (Al-Rukn Al-Adabiy), adanya niat pelaku untuk berbuat 

jari>mah, dan dalam kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh 

terdakwa ‚MSI‛, benar-benar mempunyai niat untuk melakukan pemerasan 

kepada korban dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan dan sadar 

dengan apa yang dilakukannya. 

Selain berdasarkan ketentuan dalam pasal 368 ayat (1) juga dipertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut : 

- Hal yang memberatkan: 

Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan korban 

- Hal-hal yang meringankan: 

1. Terdakwa masih anak-anak; 

2. Terdakwa mengakui perbuatannya; 

3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya; 

4. Terdakwa belum pernah dihukum. 

Dalam memutus perkara tersebut, yang lebih diutamakan adalah dari 

kepentingan atau motivasi. Oleh karena itu, sebelum Hakim menjatuhkan pidana 

perlu untuk mempertimbangkan berbagai hal, baik yang memberatkan maupun yang 

meringankan, sehingga hukuman tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi 

terdakwa maupun korban.4 

 

                                                 
4
 Mohammad Indarto, Wawancara, Lamongan, 13 Juni 2012 
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Karenanya putusan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan memvonis pelaku 

pemerasan dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) 

hari. Dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. Melihat hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan yang telah diuraikan sebelumnya menurut penulis 

hukuman diperoleh oleh pelaku pemerasan tersebut dianggap cukup dan telah 

memberikan keadilan sehingga dapat dijadikan pelajaran bagi oknum yang ingin 

melakukan praktek peniruan kejahatan yang serupa, bahwa sekecil apapun kejahatan 

yang dilakukan pasti akan mendapatkan hukuman. 

Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dapat memberikan hukuman 

yang seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, dan bila perlu dijatuhkan vonis 

secara maksimal jika kejahatan tersebut membawa kerugian yang besar khususnya 

bagi para korban kejahatan dan masyarakat pada umunya. Disamping perlunya 

kerjasama terpadu untuk melakukan bentuk pencegahan (preventif) yang harus 

didukung dengan upaya penindakan (represif).  

 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan 

Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Lamongan 

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. 

Islam juga melindungi hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang 

aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik 

orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, merampok, 
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mencopet, korupsi, riba, suap dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan 

mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang 

batal dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang haram. 

Islam telah memberikan hak yang menjamin kepemilikan harta, Al-Qur’an 

menjelaskan ‚Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan 

jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim 

supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui (Q.s. 2:188). H{ira>bah atau perampokan 

juga termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain. 

Mengenai tindak pidana pemerasan oleh anak, maka sesungguhnya kasus yang 

diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Lamongan adalah kasus tindak pidana 

pemerasan biasa. Dimaksudkan demikian karena telah memenuhi unsur-unsur 

pemerasan yaitu: 

1. Barang siapa ialah ‚terdakwa‛ 

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan 

hak, ialah ‚tersangka ‚MSI‛ meminta uang dengan paksa terhadap korban 

dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri yang mana uang tersebut 

setelah berhasil didapat dipergunakan untuk keperluan pribadinya‛. 

3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ialah ‚tersangka 

‚MSI‛ telah memaksa korban ‚U‛ dengan kekerasan yaitu dengan jalan ancaman 

kekerasan agar maksud mendapatkan uang tersebut tercapai‛. 
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4. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainya 

termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang 

itu membuat utang atau menghapus piutang, ialah ‚akibat perbuatan yang telah 

dilakukan oleh tersangka ‚MSI‛ membuat korban memberikan uang pada 

tersangka‛. 

Sesuai dengan Undang-undang No 3 tahun 1997 pasal 4 ayat 1 bahwa batas 

usia anak di bawah umur yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-

kurangnya 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

dan belum pernah kawin.5 Terdakwa termasuk dalam ketentuan tersebut yaitu 

terdakwa ‚MSI‛ yang berusia 15 tahun dan belum pernah menikah dengan 

seseorang, sehingga dia layak untuk diajukan ke meja hijau dalam persidangan anak. 

Menurut ketentuan hukum Islam, anak di bawah umur adalah anak yang belum 

balig dan belum memiliki kemampuan berfikir secara sempurna. Anak di bawah 

umur merupakan sifat pada manusia mulai dari kelahirannya sampai ia balig, disebut 

anak di bawah umur, karena ia tidak memiliki pengertian yang sempurna sebagai 

manusia yang hanya dimiliki oleh orang dewasa. Batas usia anak di bawah umur 

atau lebih dikenal dengan istilah anak yang belum balig adalah 15 (lima belas) tahun 

atau 18 (delapan belas) tahun menurut perbedaan pendapat dikalangan fuqaha >’.6 

Sedangkan balig alami adalah mimpi basah pada anak laki-laki dan haid pada 

perempuan, sehingga tampak adanya sifat kelaki-lakian dan kewanitaan yang berarti 

                                                 
5
 Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 180 

6
 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 370 
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munculnya fungsi kelamin, hal ini memberi gambaran bahwa anak memasuki masa 

lelaki dan wanita yang sempurna.7 

Faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggungjawaban 

adalah dari segi akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan mana perbuatan 

yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang boleh dan mana 

perbuatan yang tidak boleh. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak niat, 

yaitu keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan dan mana 

yang tidak diperbolehkan, faktor ketiga adalah faktor usia, dengan usia yang masih 

di bawah umur, maka anak tersebut dalam keadaan labil dalam melakukan suatu 

perbuatan. 

Dengan berbagai keterangan para saksi dan bukti-bukti yang yang telah 

diajukan Penuntut Umum, terdakwa tidak membantah dan mengakuinya, sehingga 

dalam konteks ini, bahkan jika ditinjau dari perspektif agama, moral, pendidikan dan 

sosial di mana masyarakat memandang apabila terjadi suatu tindak pidana baik 

dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur hukum harus ditegakkan 

sesuai dengan keadilan. Allah memerintahkan agar berlaku adil kepada siapapun, 

sebagaimana firman Allah SWT : 

 

                                                 
7
 Ibid, dikutip dari Abdurrahman Al-Jaziriy, Kitab Al-Fiqh ‘Ala-maz}ahibi Al-Arba’ah,  (ttp: Da>r Al-

Fikr, t.t), 357.  
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Artinya: ‚Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika Ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih 
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 
enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 
apa yang kamu kerjakan. (Qs. An-Nisa>’: 135)8 

 

Menurut ketentuan hukum Islam, anak di bawah umur khususnya periode 

mumayyiz, apabila melakukan perbuatan jari>mah atau tindak pidana maka ia akan 

terbebas dari hukuman h{ad. Namun karena Islam tidak mengesampingkan 

kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman dan kedamaian, maka pelaku 

jarimah yang belum dewasa tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah 

hukuman pengajaran, yaitu hukuman yang didalamnya mengandung sifat pengajaran 

(ta’zi>r).9 Sebagaimana hadist nabi: 

‚Ta’zi>r adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar 

hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan Waliyyah Al-Amri atau hakim‛10 

Sebagian fugaha>’ mengartikan ta’zi>r sebagai hukuman yang berkaitan dengan 

pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan dalam Al-

Qur’an dan hadis|. Ta’zi>r bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada pelaku 

                                                 
8
 Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 1971), 144 

9
 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Muassasah Ar-Risalah, 2005),  259 

10
 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jina>yah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 140-141 
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tindak pidana dan sekaligus mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

Adapula pendapat lain yang mengatakan bahwa ta’zi>r adalah hukuman pengganti 

yang tidak dulakukan dengan hukuman h}ad dan kafarat.11 

Dalam Islam sanksi ta’zi>r itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga 

hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan 

dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan 

khusus tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam 

peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang 

dipergunakan pengadilan atau jenis tindak pidana yang dapat ditujukan dalam 

Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang 

mengganggu harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.12 

Bentuk hukuman ta’zi>r bagi anak di bawah umur yang malakukan tindak 

pidana pemerasan tidak ditentukan dalam hukum Islam tujuannya agar 

memungkinkan bagi Hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi masyarakat, maka dibolehkan bagi Hakim menghukum dengan menyerahkan 

ke negara atau memasukkan ke tempat rehabilitasi, sekolah, serta meletakkannya di 

bawah pengawasan yang khusus atau yang lain, di mana mengandung pengajaran 

dan pendidikan yang baik untuk pembelajaran.13 

 

                                                 
11

 Ibid 
12

 Abdur Rahman I, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14 
13

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), 321 
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Dalam  jari>mah ta’zi>r, Hakim diberi hak untuk membebaskan si pelaku dari 

hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi si korban. Si korban juga 

memberikan pengampuan dan batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. 

Oleh karena jarimah itu menyinggung hak masyarakat, maka pengampuan yang 

diberikan oleh si korban tidak menghapuskan hukuman dari si pelaku. Karena 

seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada jari>mah ta’zi>r dalam 

mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan serta peringanan hukuman.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Dari berbagai uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-

bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan 

dalam penetapan sanksi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan pasal 368 (1) 

KUHP yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah dilihat dari hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan, sehingga hukuman tersebut sesuai dengan nilai-

nilai keadilan bagi terdakwa maupun korban. 

2. Berdasarkan hukum Islam, putusan hukuman terhadap anak kecil di bawah umur 

tidak memiliki hukum sebagai sanksi pemidanaan, sebab anak di bawah umur 

hanya memiliki hukuman ta’zi>r. Penjatuhan putusan hakim Pengadilan Negeri 

Lamongan terhadap pelaku, telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. 

Apabila hukuman tersebut telah mengandung aspek jera bagi pelaku dan aspek 

keadilan bagi korban. Karena dalam memberi hukuman bukan berdasarkan berat 

dan ringannya bentuk hukuman, melainkan sejauh mana hukuman dapat 

menjerahkan pelaku. Karenanya jika pelaku jera dan telah tercipta kemaslahatan 

dimasyarakat, maka sekecil apapun hukuman itu telah dianggap cukup.  
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B. SARAN 

Berkaitan dengan penelitian skripsi ini, penulis akan menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada aparat penegak hukum (Hakim) 

Dalam menyelesaikan kasus anak di bawah umur, harus 

mempertimbangkan aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan baik bagi korban, 

terdakwa maupun masyarakat. Karena keputusan hakim kepada si anak akan 

mempengaruhi kehidupannya pada masa yang akan datang. 

2. Kepada orang tua 

Peranan orang tua mendidik anak sejak dini sangat diperlukan, misalnya 

penanaman akhlak yang mulia, memberi pengawasan, perlindungan dan kasih 

sayang kepada anak serta bimbingan untuk mendalami ajaran agama sehingga 

anak tidak mudah terpengaruh ajakan teman yang akan menjerumuskannya. 

3. Kepada masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga berperan penting dalam pengajaran dan 

pendidikan anak. Hendaknya masyarakat tidak mengucilkan anak yang telah 

melakukan tindak pidana. Dan masyarakatpun berperan penting dalam 

memberikan pendidikan informal pada anak, meskipun orang tua juga berperan 

penting, tetapi apalah gunanya tanpa dukungan dari masyarakat. 
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